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winan merupakan salah satu ketentuan Allah, yang berlaku
bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan, Oleh karema itn demi menjaga kehormatan dan
kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum tentang
perkawinan sesuai dengan martabatnya, “sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat dan
saling ridho meridhoi dengan upacara akad nikah. Sebagai
lambang dan rasa saling ridho meridhei dihadiri para saksi yang
menvaksikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan itu telah
terikat”.
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Ajaran Islam telah memberikan pandangan yang mendalam
tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam
membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan masyarakat.
Sehingga Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanva N po 0 NIF
sekedar agad biasa yang hanya diselesaikan dengan ijab dan '/ NTRAH SUAM .
gabul serta saksi saja sebagaimana agad pada umumnya, tetapi
merupakan agad yang kokoh.
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal
1 ayat [1]).

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan
ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c.
Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan,
atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau
salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h.
Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
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PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa, buku yang berjudul “Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian
Perkawinan” dapat diselesaikan walaupun di sana sini terdapat banyak
kekurangan.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah, yang
berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun
tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu demi menjaga kehormatan
dan kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum tentang
perkawinan sesuai dengan martabatnya, “sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat
dan saling ridho meridhoi dengan upacara akad nikah. Sebagai
lambang dan rasa saling ridho meridhoi dihadiri para saksi yang
menyaksikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan itu telah
terikat”.

Ajaran Islam telah memberikan pandangan yang mendalam
tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam
membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan masyarakat.
Sehingga Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya
sekedar agad biasa yang hanya diselesaikan dengan ijab dan
qabul serta saksi saja sebagaimana aqad pada umumnya, tetapi
merupakan aqad yang kokoh.



Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah ini
merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia
dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau
mitsaqan ghalizan. Karena itu perkawinan hendaknya dianggap
sacral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia
yang abadi.

Di dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan
yang matang, baik dari segi materi maupun segi mental (kejiwaan)
dimana kedua hal itu saling bertautan, mentalnya harus siap dan
juga tidak kalah pentingnya materi, sebab perkawinan bukanlah
hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka, tetapi lebih dari
itu dituntut tanggung jawab yang penuh bagi masing-masing
pihak baik suami maupun isteri, karena bagaimanapun juga
materi dalam sebuah perkawinan cukup menentukan sukses
tidaknya sebuah keluarga. Memang ada orang yang mengatakan
uang bukanlah segala-galanya tetapi dalam kehidupan kita
segala-galanya itu pakai uang oleh sebab itu materi juga menjadi
persoalan bila terjadi perceraian maka buku ini mencoba untuk
mencari solusinya.

Demikian buku ini saya saya tulis dengan bantuan banyak
pihak, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada
semuanya yang telah membantu baik langsung maupun tidak
langsung dalam merampungkan terbitnya buku ini.

Akhirnya semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Amiiin......
Bengkulu, April 2018

Penulis,

Dr.H. John Kenedi,SH., M.Hum.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah
dan serba kekurangan, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ia selalu membutuhkan
orang lain. Hal ini merupakan kebutuhan sosial.

Hidup saling membutuhkan itu lalu terciptalah hubungan
antara individu dengan individu, antara kelompok dengan
kelompok lainnya, yang direalisasikan dengan ikatan perjanjian
yang kuat untuk saling kerjasama. Salah satu hubungan tersebut
diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang merupakan perjanjian
yang luhur antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah, yang
berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun
tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu demi menjaga kehormatan
dan kemuliaan manusia, maka Allah membuat hukum tentang

. . « M
perkawinan sesuai dengan martabatnya, “sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempuan itu diatur secara terhormat
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dan saling ridho meridhoi dengan upacara akad nikah. Sebagai
lambang dan rasa saling ridho meridhoi dihadiri para saksi yang
menyaksikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan itu telah
terikat”.

AjaranIslam telah memberikan pandangan yang mendalam
tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam
membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan masyarakat.
Sehingga Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya
sekedar agad biasa yang hanya diselesaikan dengan ijab dan
qabul serta saksi saja sebagaimana aqad pada umumnya, tetapi
merupakan aqad yang kokoh. Dalam hal ini diungkapkan oleh
Dedi Junaidi :

“Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah
ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap
naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan
yang sangat kokoh atau mitsaqan ghalizan. Karena itu
perkawinan hendaknya dianggap sacral dan dimaksudkan
untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi”.

Dengan jalan ini perkawinan yang sah pergaulan antara
laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan
kedudukan sebagai makhluk yang memiliki derajat yang lebih
tinggi dan mulia dari pada hewan. Oleh karena itu, bagi mereka
yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin,
sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat muttaq ‘alaih.

e Jo & U520 36 106 Q6 B0 o5 s3his op A DB e
sl AT paads K gl g el il 1
s 426 p5all s b5 il sty

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a beliau berkata :
Rasulullah saw. Bersabda : Wahai jama’ah para pemuda,

barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu
kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesunggubnya
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perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan
lebih memelibara kemaluan. Dan barang siapa yang belum
mampu, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya
puasa itu baginya laksana pengorbanan.

Di dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan
yang matang, baik dari segi materi maupun segi mental (kejiwaan)
dimana kedua hal itu saling bertautan, mentalnya harus siap dan
juga tidak kalah pentingnya materi, sebab perkawinan bukanlah
hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka, tetapi lebih dari itu
dituntut tanggung jawab yang penuh bagi masing-masing pihak
baik suami maupun istri, karena bagaimanapun juga materi dalam
sebuah perkawinan cukup menentukan sukses tidaknya sebuah
keluarga. Memang ada orang yang mengatakan uang bukanlah
segala-galanya tetapi dalam kehidupan kita segala-galanya itu
pakai uang.

Mencermati hal tersebut khususnya tentang uang yang
identik dengan harta maka perlu pengkajian tentang harta
yang dimiliki dalam sebuah perkawinan, karena masalah harta
kadangkala perkawinan itu rentan dengan konflik, sehingga tidak
dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang
diharapkan, padahal perkawinan itu merupakan peristiwa yang
sakral dengan harapan hanya terjadi satukali bagi setiap orang.

Karena sakralnya maka esensi perkawinan itu dinormakan
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk menjaga agar perkawinan itu tetap langgeng
maka segala sesuatu yang dapat merusak serta mengganggu
ketenteraman dalam sebuah perkawinan harus diatur dengan

Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 3



kesepakatan-kesepakatan yang sering disebut dengan “Perjanjian
Perkawinan”, dalam perjanjian perkawinan yang paling urgen
adalah masalah harta bawaan. Ada perbedaan yang sangat
signifikan atau fundamental antara hukum positif dan hukum
Islam dalam mengatur masalah harta bawaan dalam sebuah
perkawinan.

Menurut Hukum positif, Harta bawaan masing-masing
istri dan suami otomatis menjadi harta bersama dalam sebuah
perkawinan dan apabila ingin dipisahkan maka harus dijanjikan.
Sementara menurut Hukum Islam harta bawaan tetap dikuasaai
oleh masing-masing istri dan suami dalam sebuah perkawinan
dan apabila ingin disatukan menjadi harta bersama maka harus
dijanjikan.

Untuk itu sepintas akan dijelaskan macam-macam harta
dalam sebuah perkawinan :

1. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama
perkawinan.

2. Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa
oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi
perkawinan.

3. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh
masing-masing oleh suami dan istri sebagai hadiah dan
atau warisan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
No. 1 tahun 1974, selanjutnya disebut dengan Undang-undang
Perkawinan. Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian
berlaku untuk semua warga negara Indonesia tidak terkecuali
muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan

yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan

aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian
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dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama
untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya,
termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan.
KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Baik dalam undang-undang perkawinan maupun KHI,
terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta
bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan,
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan
dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain”.

“Sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa
pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum
perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam sebuah perkawinan menyangkut harta bersama
mungkin tidak ada persoalan bila terjadi perceraian tetapi
berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan yang sifat
penguasaannya sama tergantung tunduk ke hukum mana yang
mereka sepakati, kesepakatan itu harus mereka (calon suami dan
istri) tuangkan dalam sebuah perjanjian sebelum perkawinan

dilangsungkan.

Berikut beberapa kasus sengketa harta dalam perkawinan
khususnya menyangkut harta bawaan, yang diteliti oleh Adawiyah

Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 5



K, Rabiatul tentang PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN (Studi Kasus
Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan
hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan untuk
mengetahui tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur
dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi
Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas
IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan
wawancara langsung terhadap hakim serta memperoleh sumber
data dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Data yang diperoleh

tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan
berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh
baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan
harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan
telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.
Adapun tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur
dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi
Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks) adalah apabila
terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam
perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama
dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu
kemudian harta bersama dibagi ¥ (seperdua) bagian.

Dari seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi
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inti permasalahan adalah apakah barang yang dipersengketakan
tersebut termasuk harta bersama ataukah harta bawaan?

Dalam posisi kasus tentang harta Perkawinan dan
harta bawaan Agustono, dimana ia memperolehnya sebelum
melangsungkan perkawinan dengan Yanti. Agustono pun hanya
berjanji secara lisan kepada Yanti akan membagi harta tersebut
jika pada akhirnya perkawinan mereka bermasalah. Oleh karena
Agustono hanya berjanji secara lisan saja, maka janji Agustono
tersebut tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Dimana
berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. Persetujuan calon suami istri harus tertulis;
b. Harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;

c. Isi perjanjian tersebut berlaku untuk pihak ketiga,
apabila pihak ketiga tersangkut;

d. Sehingga jelaslah bahwa harta sengketa tersebut bukan

harta bersama.

Penulis berpendapat atas kasus sengketa harta
perkawinan diperlukan adanya ketentuan yang mewajibkan
adanya pencatatan harta bawaan masing-masing pihak agar
status harta bawaan tersebut jelas dan pasti. Karena ketentuan
di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan
bahwa pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta
bawaan dengan harta bersama tanpa disertai dengan kewajiban
untuk mengadakan pencatatan pada saat akan dilangsungkannya
perkawinan atau sebelumnya dapat menimbulkan permasalahan
dikemudian hari, terutama dalam segi pembuktian asal usul
harta pada waktu pembagian harta saat perceraian maka
pencatatan itu sangat diperlukan yang kadangkalah menjadi
kelalaian para pihak.

Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 7



Secara umum perjanjian itu bagian dari hukum perikatan
yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yaitu suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih lainnya.

Adapun syarat-syarat sah dan diakuinya serta diberi akibat
hukum (legally concluded contract) suatu perjanjian diatur dalam

Pasal 1320 KUHPdt:
1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang

membuat perjanjian (konsensus).

2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian
(capacity).

3) Ada suatu hal tertentu (0bjek).

4) Ada suatu sebab yang halal (causa).

Sebagai akibat dari perjanjian itu sah maka perjanjian
tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya serta
tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak
atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang dan
harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik. Hal ini diatur dalam
Pasal 1338 KUHPdt yang bedrbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian-perjanjian

harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik”

Melihat beberapa pasal yang mengatur tentang perjanjian
maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik dan
dihormati serta dijunjungi tinggi untuk ditepati bukan untuk
diingkari sesuai asas Pacta Sanservanda.

Namun di dalam perjanjian perkawinan menggunakan asas
Lex specialis derogat lex generalis artinya aturan yang umum dapat
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dikesampingkan oleh arturan yang khusus, karena perjanjian
perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1
Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975

Tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan telah mengatur hal tersebut
di dalam Pasal 29 dimana perjanjian perkawinan harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

a) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan

dilangsungkan.
b) Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat.

c) Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.

d) Mulai berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan.

e) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat

diubah.

f) Perjanjian dimuat alam akta perkawinan (Pasal 12 PP
No. 9 Tahun 1975). Dalam perjanjian perkawinan tidak
termasuk taklik talak. Isi perjanjian dapat mengenai
semua hal, asal tidak melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.

Kemudian sebelum melaksanakan perkawinan tersebut
para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan, hal ini
secara normatif dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian tersebut
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut.
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Menurut Kamus Hukum, perjanjian perkawinan (Huw/jks
Voor Waarden), adalah perjanjian kawin, dimana diperjanjikan
hal-hal yang mengenyampingkan keharusan dalam KUHPerdata
dengan syarat bahwa penyimpangan itu tidak menyalahi tata
tertib umum, dan tata susila yang baik. Misalnya pemisahan harta
perkawinan.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk
kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan
masing-masing suami ataupun istri. Walaupun undang-undang
tidak mengatur tujuan perjanjian dan apa saja yang dapat
diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada para pihak sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban
umum serta kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk
membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting,
jika kita kaitkan dengan sosiokultur masyarakat Indonesia yang
sedang merangkak menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri
utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban.

Pergeseran tata nilai di masyarakat telah berhasil merubah
persepsi masyarakatdan padagilirannyakitamelihatkecenderungan
kaula muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat
mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Biasanya semakin
tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk
memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai
soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh, dan
tidak tertutup kemungkinan untuk mengamankan hal-hal tersebut
di atas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak
diminati pasangan calon suami istri di masa depan.

Mencermati keberadaan perjanjian perkawinan itu
kadangkala tidak dipikirkan oleh calon pasangan suami istri yang
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akan melangsungkan perkawinan, hal ini tidak terlepas adanya
komitmen mereka terhadap lembaga perkawinan itu sebagai
sesuatu yang sakral atau suci yang dipertahankan sampai akhir
ayat. Sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan itu selamanya,
artinya tidak berpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat
nanti perceraian mungkin saja terjadi. Namun sebagian calon
suami istri sudah berpikir sebaliknya oleh sebab itu persoalan
harta bawaan ini sudah diantisipasi dengan membuat perjanjian
perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau
pejabat pencatat perkawinan lainnya.

Adapun konsekuensi disahkannya perjanjian perkawinan
itu, maka mengikat terhadap kedua belah pihak (suami istri).
Kemudian akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan itu tidak
dilaksanakan atau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis
memberi hak kepada salah satu pihak untuk melakukan gugatan.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu
pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri
untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai
alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Keberadaan perjanjian perkawinan seringkali luput dari
perhatian karena mereka sering menganggap bahwa perkawinan
adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak lazim dan
dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis,
dan tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Perjanjian
perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul
konflik, meski semua pasangan suami istri tidak menghendaki
konflik itu akan datang. Ketika pasangan suami istri harus bercerai,
perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan rujukan sehingga
masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Bertitik tolak dari keterangan yang dikemukakan di atas,
dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka pasangan suami istri
itu biasanya mempunyai harta, yaitu disebut dengan harta dalam
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perkawinan. “Sedangkan harta dalam perkawinan ini terdiri
dari harta bawaan dan harta pencarian, harta bawaan adalah
harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta
pencarian adalah harta yang diperoleh suami istri bersama-sama
selama perkawinan”.

Keberadaan harta pencarian dan harta bawaan dalam
perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila
suami istri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan,
terlepas dari pihak suami atau isteri yang paling banyak
penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami istri itu
telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta
pencarian itu dikuasai oleh masing-masing pihak atau disatukan
sesuai dengan ikhtikadnya.

Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan ini, sering
menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus
perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan,
dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa
bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat
sendiri. Sedangkan pasangannya (istrinya) hanya sebagai ibu
rumah tangga. Sebaliknya istri merasa diperlakukan tidak adil,
ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia
yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa
dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana
harta bawaan akan dibagi dua antara suami istri tersebut.

Dengan adanya kondisi seperti ini, tentunya keberadaan
perjanjian perkawinan merupakan salah satu solusi untuk
mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam
proses persidangan pengadilan terhadap pembagian harta bawaan
antara suami istri. Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang
tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah
diproses pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus
berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi.
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan
di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut
dalam sebuah karya ilmiah berbentuk penelitian individu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang itulah serta kondisi riil yang
pernah terjadi menyangkut masalah sengketa harta bawaan dalam
banyak keluarga di masyarakat, sehingga rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi dan manfaat perjanjian
perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika
terjadi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi
dan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa
harta bawaan ketika terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang fungsi dan manfaat Perjanjian
Perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika
terjadi p;erceraian, diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis
dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini adalah
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata menengenai fungsi
dan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam penyelesaian sengketa
harta bawaan ketika terjadi p;erceraian.

2. Manfaat Praktis
Mantfaat praktis diharapkan dari penelitian ini adalah dapat
memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat, khususnya

mahasiswa dapat memahami tentang fungsi dan manfaat
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perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan sengketa harta
bawaan ketika terjadi perceraian, dengan tujuan untuk

a. Untuk memperkuat Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu,
khususnya Prodi akhwalusyaksiyah dan HTN (siayasa)
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat
dan mahasiswa tentang Perjanjian Perkawinan.

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan
mahasiswa tentang macam-macam harta dalam sebuah
perkawinan.

c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan
mahasiswa tentang tata cara menyelesaikan sengketa
harta bawaan dalam sebuah perkawinan, apabila terjadi
perceraian.

E. Kajian Riset/ Pustaka

Peneliti belum menemukan kajian yang secara spesifik
mengenai masalah fungsi dan manfaat Perjanjian Perkawinan
dalam penyelesaian sengketa harta bawaan ketika terjadi
perceraian, walaupun banyak karya ilmiah baik itu berupa buku,
skripsi, tesis, desertasi maupun penelitian yang membahas
tentang harta dalam sebuah perkawinan, seperti : H.A. Hasyim
Nawawie, tesis yang berjudul — Mediasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Harta Bersama (Gono Gini) (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Tulungagung). Di dalam tulisan ini membahas tentang
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum
Islam (Studi Kasus dalam perkara perdata No. 185 / Pdt.G /2005
/ PA.Kjn, di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan),
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal
5 April 2006, karena dalam waktu 14 hari sejak putusan, para
pihak tidak mengajukan banding. Adapun masalah yang
diangkat adalah bagaimana perumusan pengertian harta bersama
oleh hakim yang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk
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mengambil putusan dalam perkara gugatan pembagian harta
bersama No.185 / Pdt.G / 2005 /PA.Kjn. Serta bagaimana pula
pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perdata

No. 185/Pdt.G/2005/PA Kjn.
Lalu Yogi Minardi, dalam sebuah penelitian tentang

penyelesaian harta bersama dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama
(Doe Bareng) di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974
dan Hukum Adat Sasak (Study Kasus di Kec. Suralaga Kab. Lombok
Timur)”. Tentang budaya masyarakat di Kec. Suralaga Kab. Lombok
Timur lebih memilih hukum adat dari pada hukum positif dalam
menyelesaikan sengketa harta dalam sebuah perkawinan sehingga
masalah yang diangkat adalah bagaimana penyelesaian hukum
harta bersama (doe bareng) ditinjau dari Undang-Undang nomor
1 tahun 1974 dan hukum adat sasak serta apakah yang menjadi
faktor penyebab masyarakat lebih memilih menggunakan hukum
adat di dalam penyelesaian harta bersama (doe bareng) di Desa Bagik
Payung Dusun Reriu Kecamatan Suralaga?

Hilman Hadikusuma, dalam sebuah buku yang berjudul
Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Madju, 2007)
dalam buku tersebut pembahasannya secara umum tentang
perkawinan dengan segala akibatnya.

Selanjutnya Dedi Susanto, dalam bukunya Kupas Tuntas
Masalah Harta Gono Gini, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011)
yang hanya membahas tentang harta bersama dalam sebuah
perkawinan. Juga Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas
Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum
Isiam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), dalam buku ini hanya
membahas harta perkawinan secara umum dan pemeliharaannya
menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Terakhir menjadi rujukan atau pembanding dalam
penelitian ini adalah buku yang dikarang oleh Sayuti Thalib,
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dengan judul ‘“Hukum Kekeluargaan Indonesia’, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 2007).

Dari semua karya ilmiah yang diungkap diatas ternyata
memang belum ada satupun yang menulis atau meneliti tentang
“Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan dalam
Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”.

F. Kerangka Teori

Penggunaan teori menjadi faktor yang sangat penting
dalam proses penelitian. Teori atau paradigma teori diperlukan
guna untuk mengarahkan peneliti dalam menemukan masalah
penelitian, menemukan konsep, menemukan metodologi
termasuk menemukan alat-alat analisa data dan pemecahan
masalahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka teori yang
digunakan adalah teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
atau yuridis normatif dengan bentuk pendekatan penelitian
kepustakaan (Zibrary research) dengan menggunakan metode
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya
memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat sesuai
dengan fakta-fakta' dengan tahapan penelitian yang menitik
beratkan pada penelitian terhadap data sekunder.

Maka jenis penelitian ini menitik beratkan pada penelitian
ukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhada
huk tif' yaitu deng lakuk alisis terhadap
permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

!Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardono, Metode Penelitian Hukum, Fakultas
Hukum UMS, Surakarta, 2004, him. 4.
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sekunder.? Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi
kepustakaan pada berbagai buku, jurnal, artikel dan peraturan
perundang-undangan serta sumber dari media masa.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum dapat
menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,
pendekatan histori, pendekatan komparatif dan pendekatan
konseptual.* Relevansinya dengan karakteristik penelitian
ini, maka untuk mengkaji dan mengartikulasikan jawaban
permasalahan penelitian digunakan pendekatan yuridis dogmatis
dengan menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang,
pendekatan, pendekatan kasus (fakta empirik), dapat dijelaskan
diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan  undang-undang  (satute  approach),
digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi
dan kesesuaian dalam menjawab permasalahan tentang
bagaimana fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan
dalam menyelesaikan sengketa harta bawaan bila terjadi
perceraian.

b. Pendekatan kasus (case approach) maksudnya adalah
fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa
penelitian ini berusaha untuk menjawab fenomena
tentang sengketa harta bawaan dalam persfektif hukum
perjanjian khususnya perjanjian perkawinan.

Menurut Soetandyo, bahwa terdapat tiga (3) pendekatan
atau penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian yang
berupa inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha-
usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin)

2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali
Press, Jakarta, 2001, him. 13.

3peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2014, him. 93-95.
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hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan

hukum inconcerito yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian

suatu perkara hukum tertentu.*

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengkajian mengenai penelitian tentang “Analisis Fungsi

dan Manfaat Perjanjian Perkawinan dalam Penyelesaian Sengketa

Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”, menggunakan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan hukum  primer, merupakan bahan-bahan

hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar)
atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan,
bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.’
Maka bahan hukum ini meliputi peraturan dasar, yaitu
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-
undang lain yang ada kaitannya dalam penelitian
“Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan
dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan Ketika
Terjadi Perceraian”.

. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

mampu memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer, seperti hasil karya ahli hukum, hasil
penelitian dan rancangan undang-undang.® Hasil karya
ahli hukum yang dijadikan rujukan berupa buku-buku
teks, makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah,
koran, KUHPdt, internet dan hasil-hasil penelitian
yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

“Ronny Hanitijo, Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ceta-

kan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, him. 10.

*Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,..., Loc.

Cit, him. 14.
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti
kamus dan insiklopedia.” Maka bahan hukum tersier
yang digunakan dalam penelitian ini adalah insiklopedi,
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier
diperoleh dengan cara penelusuran pustaka, baik melalui studi di
perpustakaan maupun mengakses melalui internet.

4. Metode Analisis Bahan Hukum.

Penelitian hukum yang berkarakteristik hukum normatif
dan karakteristik disiplin ilmu hukum yang bersifat preskriptif,
untuk menganalisa bahan hukum tersebut digunakan consent
analysis,.any technique for making inferences by objecitively and
systematically identifying specified characteristics of massage’ atau
analisis isi. merupakan teknik membuat inferensi secara objektif
dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik pesan yang
spesifik. Dengan demikian, analisis isi (content analysis) relevan
dengan penelitian hukum yang menggunakan logika dalam
upaya menemukan argumentasi untuk memecahkan masalah
yang diteliti dengan menggunakan penalaran hukum atau Jega/
reasoning dengan metode induksi dan deduksi.

’Ibid.
8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian,....,Op.Cit, him. 50.
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BAD Il
HAKIKAT (ESENSI) PERJANJIAN
PERKAWINAN

A. Konsep Perjanjian

1. Pengertian Umum Perjanjian
Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt bahwa “perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.!

Rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas.
Ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan
Pasal 1313 KUHPdt, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian
perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal,
yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor
yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam buku
III KUHPdt sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat
kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan
(personal).?

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga
tanpa persetujuan. dalam hal ini tanpa persetujuan, yang

Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,Citra Adtya Bakti,
Bandung, 2010, him. 289.
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disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga
perbuatan perwakilan sukarela (zaakwaarneming), perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang terjadinya itu tanpa
persetujuan. Seharusnya perumusan perjanjian itu harus dengan
“persetujuan”.’

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari
unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang
dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusrnya unsur
tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Artinya, pihak
yang satu mengikatkan diri pada pihak lain dan pihak yang lain
juga mengikatkan diri pada pihak yang satu. Jadi, ada persetujuan
antara dua pihak.*

Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan pasal tersebut
tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian
sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas.
Jika tujuan mereka tidak jelas, mungkin dapat menimbulkan
dugaan tujuan yang dilarang undang-undang, yang dapat
mengakibatkan perjanjian batal.

2. Perjanjian dalam Arti Sempit

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan diatas,
konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit sebagai
berikut :

“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau
lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu

hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.™

Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah
terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor)
dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal

3Ibid.
*Ibid, him. 290.
*Ibid.
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yang bersifat kebendaan (zakelijk) sebagai objek perjanjian.
Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat
dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat
dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal
yang bersifat kebendaan, melainkan mengenai hal yang bersifat
keorangan (persoonl/ijk) antara suami dan istri di bidang moral.

Apabila diidentifikasi secara teliti, konsep perjanjian
dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur
sebagai berikut :

a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.

b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-
pihak.

c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai
prestasi.

d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan
diperoleh pihak-pihak.

e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara
tertulis.

f. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib
dipenuhi para pihak.®

Keenam unsur konsep perjanjian dalam arti sempit tersebut

akan dibahas selanjutnya pada uraian berikut ini:

1) Subjek Perjanjian.

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian
sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat
berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian
harus wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang
diatur dalam undang-undang.’

8bid, him. 291.
’Ibid.
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Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang
melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun
penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah
kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek
perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah

menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.®

2) Persetujuan Tetap

Persetujuan tetap, yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai
kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai
dalam negosiasi. Negosiasi adalah perbuatan pendahuluan
sebagai proses menuju pada persetujuan atau persepakatan
final.” Persetujuan itu dinyatakan dengan penerimaan atas suatu
tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima
oleh pihak yang lain. Persetujuan final tersebut berisi hak dan
kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi
dengan iktikad yang baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Hal yang ditawarkan dan diterima itu umumnya mengenai
syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan tercapainya penawaran
dan penerimaan pihak-pihak tentang syarat-syarat dan objek
perjanjian, maka tercapailah persetujuan final. Persetujuan final
inilah sebagai syarat sah dan mengikat suatu perjanjian. Selain
itu, pihak-pihak yang mengadakan persetujuan atau persepakatan
itu harus wenang melakukan perbuatan hukum.

a) Objek perjanjian.
Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib
dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan.'

8Ibid.
°Ibid.
©ipid, 292.
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Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan
sesuatu, misalnya, menyerahkan benda; melakukan
sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan;
atau melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan
persaingan curang.

Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan
dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan
benda selundupan, bukan benda berbahaya bagi
kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, misalnya, perdagangan manusia atau
bayi (¢rafficking) tidak bertentangan dengan kesusilaan,
misalnya, mengirim tenaga kerja wanita ke luar negeri
untuk dijadikan wanita penghibur atau pelacur. Benda
objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknya, dan dapat
diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan
pihak-pihak.

b) Tujuan Perjanjian

Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh
pihk-pihak  berupa  permanfaatan, penikmatan,
dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai
pemenuhan kebutuhan pihak-pihak." Pemenuhan
kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan
dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak.
Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak
itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-
undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan masyarakat.

Contohnya, tujuan perjanjian memperoleh hak

milik atas sepeda motor, ternyata sepeda motor hasil

perampokan. Hal ini dilarang undang-undang. Jika jual

Ybid.
2bid.
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c)

beli dilakukan, juga berarti penadahan hasil kejahatan.
Contoh lain yang bertentangan dengan ketertiban
umum atau kesusilaan adalah jual beli bayi (¢rafficking)
yang banyak terjadi dewasa ini.

Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada
ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan
bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan
mengikat dan kekuatan bukti.”® Bentuk tertentu itu
biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka
notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh
pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan
biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban
yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis,
kepastian hukumnya tinggi.'*

Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya
dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya
akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak,
itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya
didukung oleh dokumen misalnya, tiket penumpang,
taktur penjualan, dan kuitansi.

d) Syarat-Syarat Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar
pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau
dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat
itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak
dan cara melaksanakannya.”” Syarat-syarat itu biasanya
terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban
poko. Misalnya, mengenai barang serta harganya,

26

Bbid, him. 293.

“bid.
Ibid.
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dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya,
mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya,
dan lain-lain.

Jika semua wunsur ini dihubungkan dengan
ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat
perjanjiaan sah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

(1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi
unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan
bentuk tertentu.

(2) Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-
pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a)
dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat
subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat
dimintakan pembatalan (voidable).

(3) Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai
objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa
suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud

dan tidak berwujud.

(4) Kausal yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini
meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-
syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif.
Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi perjanjian
itu batal (vo/d).1®

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian
sah dan mengikat jika telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian
yang sah itu diakui oleh hukum dan mengikat pihak-
pihak.

®/bid, him. 294.
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3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting
yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai
tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan
berikut ini.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik
yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang.
Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak
dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan."’

b. Asas Pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang
boleh tidak di ikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan
membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan
undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang
mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-
undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban

pihak-pihak.'®

c. Asas Konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi
sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak
mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat
dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat
disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan
saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang
mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang
diucapkannya.”

YIbid, him. 295.
®¥lbid.
Ibid, him. 296.
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Akan tetapi, ada perjanjian tertentu yang dibuat
secara tertulis, misalnya, perjanjian perdamaian, hibah, dan
pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap
mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan
formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

d. Asas obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat
oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan
kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru
beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat
kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui penyerahan
(levering)

4. Klasifikasi Perjanjian

Berdasarkan pada kriteria masing-masing, perjanjian dapat
diklasifikasikan menjadi lima macam. Kelima macam klasifikasi
perjanjian tersebut berikut akan dijelaskan satu persatu.

a. Perjanjian Dua Pihak dan Sepihak

Perbedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi.
Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua
belah pihak saling memberi prestasi, misalnya, jual beli, sewa-
menyewa, atau tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah
perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan
pihak lain menerima prestasi, misalnya, perjanjian hibah dan

hadiah.?

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah
diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian
khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan kepada

2pid.
Zbid, 297.
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praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah
memiliki nama tertentu yang dikelompokan sebagai perjanjian
khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya, jual beli, sewa-
menyewa, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan.
Perjanjian bernama diatur dalam titel V-XVIII KUHPdt dan
diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian
yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlanya tidak terbatas.?

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan
hak dan kewajiban. Misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi
persetujuan (konsensus) mengenai benda dan harga, penjual
wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga
benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak
atas barang yang dibeli.” Perjanjian kebendaan adalah perjanjian
untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah,
dan tukar-menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, seperti
sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan
penguasaan benda (ezif).

d. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu
baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-
pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan
realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.** Perjanjian
real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan
perjanjian, yaitu pengalihan hak.

Pada hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol
sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang
objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak

2|pid.
3lbid.
2Ibid, hlm. 298.
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ketika itu juga terjadi peralihan hak, peristiwa ini disebut kontan
(tunai).

e. Perjanjian untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-
pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua,
yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian,
berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak
kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi,
masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan
ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud, antara lain, ahli waris, orang
yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga. Dalam
perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat
mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga
itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris
dan penerima wasiat.

Untuk menyatakan bahwa pihak ketiga dapat terikat dalam
perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, pada dasarnya pihak-
pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah bertindak dalam
suatu kualitas biasanya sebagai mewakili salah satu pihak. Dalam
perjanjian dinyatakan dengan ungkapan “untuk dan atas nama”,
misalnya, dirumuskan “Dardanela dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT Suka Damai”. Jadi, pihak dalam perjanjian
adalah Dardanela, kualitasnya sebagai Direktur mewakili PT
Suka Damai, sedangkan pihak ketiga yang terikat hak dan
kewajiban adalah badan hukum PT Suka Damai.

Namun, lebih khusus lagi adalah perjanjian yang dibuat
pihak-pihak itu mengikat pihak ketiga dalam arti hanya
sebatas memperoleh hak tidak termasuk kewajiban. Sebagai
contoh yang lebih jelas adalah perjanjian asuransi jiwa. Seorang
ayah mengasuransikan anaknya yang sekolah dasar bernama

Zbid, hlm. 299.
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Humairoh pada Asuransi Jiwa Adil Makmur. Pihak ketiga yang
terikat memperoleh hak atas suatu prestasi berupa klaim asuransi
adalah Humairoh anaknya yang sekolah dasar dalam polis
asuransi jiwa tertulis nama anaknya itu sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan atas klaim“ Asuransi Adil Makmur”. Klausula
asuransi seperti ini disebut “perjanjian untuk kepentingan pihak

ketiga”.
B. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang
memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh
undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan
memiliki akibat hukum (Zegally concluded contract). Menurut
ketentuan pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki
empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata,

sahnya suatu perjanjian memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:*
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk memmbuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-
syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh
hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya,
tetapi tidak mengikat, artinya tidak tidak wajib dilaksanakan.
Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang
tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan
ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan
perjanjian itu batal.

| jhat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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a. Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian
yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak
yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian
harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak,
tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain.?’

Persetujuan kehendak adalah persepakatan setia sekata
antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak
yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak ada lagi
tawar-menawar.*®

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan
negosiasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak
yang lain menganai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak
yang lain menyatakan pula kehendaknya schingga mencapai
persetujuan final. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara
tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya
menyetujui apa yang dikehendaki oleh kedua pihak.

Menurut yurisprudensi (arrest hoge raad 6 mei 1926),
persetujuan kehendak itu ternyata dapat dari tingkah laku yang
berhubungan dengan kebutuhan lalu lintas masyarakat dan
kepercayaan, yang diakui oleh pihak lainnya, baik secara lisan
maupun secara tertulis , misalnya, telegram, surat. Seorang naik
bus kota, dengan naik bus kota itu ada persetujuannya untuk
membayar ongkos, dan kondektur ternyata menerima ongkosnya.
Ini berarti kondektur bus telah setuju mengikatkan diri untuk
mengangkut penumpang walaupun tidak dinyatakan dengan
tegas. Demikian juga jual beli benda tertentu melalui telegram

diakui dan dipercaya oleh kedua pihak.?

27Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata .....Op.Cit, him. 299.
BIbid.
2Ipid, him. 300.
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Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan,
tekanan atau paksaan dari pihak manapun, murni atas kemauan
sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak
termasuk juga tidak ada kekhilafan atau penipuan. Dikatakan
tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatam itu
tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani
maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya, akan membuka
rahasia sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetuji

perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1324 KUHPdt.*

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau
kesesatan jika salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru
mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek
perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian
itu. Menurut ketentuan pasal 1322 KUHPdt, kekeliruan atau
kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal, kecuali
apabila kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat
benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/
keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan
menipu menurut arti undang-undang (pasal 376 KUHP).
Penipuan menurut arti undang-undang adalah dengan sengaja
melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan
palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya
menyetujui objek yang ditawarkan. Menurut ketentuan pasal
1328 KUHPdt, jika tipu muslihat itu digunakan oleh salah satu
pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat
pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Penipuan ini
merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.*

Menurut yurisprudensi,tidak cukup dikatakan ada penipuan
jika hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru

Olbid.
3bid, him. 301.
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ada penipuan jika di situ ada tipu muslihat yang memperdayakan.
Misalnya, pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai
yang paling baik dan hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya
kebohongan belaka, tidak termasuk penipuan, seperti dalam
iklan-iklan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena
paksaan, kekhilafan, dan penipuan) adalah bahwa perjanjian itu
dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan (vernietigbaar,
voidable). Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPdt, pembatalan
dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal
ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal
ada kekhilafan, dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya
kekhilafan dan penipuan tersebut.

b. Kewenangan (kecakapan)

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam
perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-
undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-
syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh;
walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat
akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat

kuasa apabila mewakili pihak lain.*

Pada umumnya orang dikatakan wenang atau cakap
melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa. Artinya,
sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin
walaupun belum berumur 21 tahun penuh. Menurut ketentuan
pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian
adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah
pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila). Apabila
melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali
mereka.

2pid.
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Menurut hukum perdata nasional kini, wanita bersuami
sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi
tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan
istri adalah sah dan mengikat menurut hukum dan tidak dapat
dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Akibat hukum yang tidak wenang membuat perjanjian,
maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan
pembatalannya kepada pengadilan. Jika pembatalan tidak
dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak
dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap
barlaku bagi pihak-pihak.

c. Objek (prestasi) tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan
berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan
tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek
tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian.
Prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau
sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek
perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan atau prestasi
itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan,
perjanjian itu batal (nietig, vold).*

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, objek perjanjian
atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa
memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, dalam jual beli sepeda
motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan)
sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan (memberikan)
sejumlah uang harga sepeda motor. Misal lain lagi, jual beli piutang
(tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan)

3Ibid, him. 303.
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piutang, seperti surat saham, surat wesel, atau surat cek dan
pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang tagihan
dalam surat piutang.

Selain itu, dapat pula berupa melakukan perbuatan tertentu
atau dapat ditentukan,misalnya pekerjaan konstruksi bangunan,
dan pembuatan pagar rumah. Pihak penerima pekerjaan
melakukan pekerjaan yang diberikan, sedangkan pihak pemberi
pekerjaan membayar upahnya kepada pekerja.

Disamping melakukan perbuatan tertentu, boleh juga
tidak melakukan perbuatan tertentu, boleh juga tidak melakukan
perbuatan tertentu, misalnya tidak membuat tembok tinggi
yang mengganggu pemandangan tetangganya. Jika perbuatan
itu dilakukan, berarti melakukan pelanggaran hukum. Pihak
tetangga tadi dapat meminta agar tembok yang menganggu
pemandangan itu dibongkar. Contoh lain, tidak melakukan
perbuatan tertentu itu dapat berupa tidak melakukan persaingan
tidak sehat. Jika dilakukan juga, berarti melanggar undang-
undang.

d. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu
harus memenuhi syarat halal. Artinya, tidak dilarang undang-
undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan
tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (pasal 1337
KUHPdt). Kausa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu bukan
sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi
perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-
pihak. Undang-undang tidak memedulikan apa yang menjadi
sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi
oleh undang-undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang

hendak dicapai pihak-pihak itu.**

*Ibid, hlm. 303.
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Pada perjanjian jual beli, isi perjanjian adalah pembeli
menghendaki hak milik atas benda dan pihak penjual
menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai pihak-
pihak itu adalah hak milik atas benda diserahkan kepada pembeli
dan sebagai imbalannya sejumlah uang diserahkan kepada
peenjual. Dalam perjanjian sewa-menyewa, isi perjanjian adalah
pihak penyewa menguasai benda sewaan untuk dinikmati dan
pihak pemilik benda memperoleh imbalan sejumlah uang sewa.
Tujuan yang lain dicapai pihak-pihak adalah kenikmatan atas
penguasaan suatu benda dan sejumlah uang sewa dibayar. Inilah
contoh-contoh sebab (kausa) yang halal dalam perjanjian yang
dibuat oleh pihak-pihak.

Pada perjanjian pembunuhan orang, isi perjanjian adalah
orang yang menyuruh membunuh menghendaki matinya
seseorang, pihak yang disuruh membunuh orang menghendaki
sejumlah uang sebagai imbalan. Tujuan yang hendak dicapai
pihak-pihak adalah lenyapnya orang dari muka bumi dan imbalan
sejumlah uang dibayar. Dalam perjanjian ini, tujuan yang hendak
dicapai ternyata tidak halal karena membunuh orang itu dilarang
undang-undang.

Pada perjanjian pelacuran, isi perjanjian adalah pria
nafsu prima menghendaki kenikmatan seksual, wanita PSK
menghendaki sejumlah uang sebagai imbalan kenikmatannya.
Tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak adalah menguasi
wanita PSK secara bebas untuk dinikmati dan pembayaran
sejumlah uang sebgai imbalan. Dalam contoh ini, tujuan yang
ingin dicapai pihak-pihak ternyata tidak halal karena perjanjian
pelacuran dilarang undang-undang dan juga bertentangan
dengan kesusilaan masyarakat.

Akibat hukum perjanjian yang isi atau tujuannya tidak
halal adalah “batal” (nietig, vold). Dengan demikian, tidak ada

dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilan.
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Demikian juga perjanjian yang dibuat tanpa kuasa, dianggap
tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPdt).

Unsur pertama dan unsur kedua dengan syarat-syaratnya
dalam pasal 1320 KUHPdt disebut unsur atau syarat sebjektif
karena melekat pada diri orang yang yang menjadi subjek
perjanjian. Jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi, perjanjian itu
sah, tetapi tidak mengikat. Pemenuhannya tertunda sampai syarat
itu dipenuhi. Akan tetapi jika, dilaksanakan juga, perjanjiannya
diancam dengan pembatalan. Jika tidak ada pembatalan, syarat-
syaratnya dianggap sudah dipenuhi secara diam-diam sehingga
perjanjian itu mengikat pihak-pihak.

Unsur ketiga dan keempat dengan syarat-syaratnya dalam
pasal 1320 KUHPdt disebut unsur atau syarat objektif karena
mengenai objek dan tujuan perjanjian. Jika salah satu unsur dan
syarat tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan tersebut dapat
diketahui apabila tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak
tidak memenuhi prestasi sebagai kewajibannya. Kemudian,
diperkarakan kemuka pengadilan dan pengadilan memutuskan
menyatakan perjanjian batal (nietig, vold) karena tidak memenuhi
salah satu unsur dan juga syarat objektif.

e. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang
dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang
bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa

persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan
iktikad baik.*

1) Berlaku sebagai Undang-Undang

Artinya, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan
memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak
yang membuatnya. Pihak-pihak wajib mentaati perjanjian

*Ibid, hlm. 305.
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itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak
yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama
dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat
hukum tertentu, yakni sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar
perjanjian, dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang
telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).*

2) Tidak dapat Dibatalkan Sepihak®”

Karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak,
jika akan dibatalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak
juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang cukup menurut undang-
undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Alasan-
alasan ditetapkan undang-undang itu adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya
dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya, pasal 1571
KUHPdt tentang sewa-menyewa yang dibuat secara
tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan
kepada penyewa.

b) Perjanjian sewa suatu rumah pasal 1587 KUHPdt
setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan
dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai
rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik
yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap
meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa-
menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu
yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika
pemilik ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut,
dia harus memberitahukan kepada penyewa menurut
kebiasaan setempat.

*/bid.
*Ibid.
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¢) Perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) pasal 1814
KUHPdt, pemberi kuasa dapat menarik kembali
kuasanya apabila dia menghendaki.

d) Perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) pasal 1817
KUHPdt, penerima kuasa dapat membebaskan diri
dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan
kepada pemberi kuasa.

3) Pelaksanaan dengan Iktikad Baik

Yang dimaksud dengan iktikad baik (ze goeder trouw, in good
faith) dalam pasal 1338 KUHPdt adalah ukuran objektif untuk
menilai pelaksanaan perjanian, apakah pelaksanaan perjanjian
itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta
apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang
benar. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan
itu, undang-undang sendiri tidak memberi rumusannya. Akan
tetapi, jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan,
kelayakan, kesesuaian, dan kecocokan; sedangkan kesusilaan
artinya kesopanan dan keadaban. Berdasar pada arti kata-kata
tersebut dapat dirumuskan kiranya kepatutan dan kesusilaan
itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan,
dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-
masing pihak yang berjanji.*®

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan
iktikad baik (kepatutan dan kesusilaan), pengadilan diberi
wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai
pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma
kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa pengadilan
berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut
kata-katanya apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan
bertentangan dengan iktikad baik, yaitu norma kepatutan dan

%1bid, hlm. 306.
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kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan
dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah

menciptakan keadilan.

Persoalan ~ apakah  suatu  pelaksanaan  perjanjian
bertentangan dengan iktikad baik, adalah suatu persoalan yuridis
yang tunduk pada hukum.Mahkamah Agung RI pernah memutus
perkara pada tanggal 11 Mei 1955 tentang penggunaan iktikad
baik dalam pelaksanaan perjanjian menurut suasana hukum adat.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan
bahwa:

“Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila
dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-
masing memikul separuh dari risiko kemungkinan
perubahan harga nilai uang rupiah diukur dari perbedaan
harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus
tanah itu».”

C. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Sebelum memaparkan tentang pengertian perjanjian
perkawinan maka perlu disampaikan pengertian perkawinan
menurut Undang-undang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Adapun syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:
Untuk menjaga agar perkawinan itu tetap langgeng

maka segala sesuatu yang dapat merusak serta mengganggu

*¥Ibid, him. 307.
“Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dengan PP 9 Tahun 1975.
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ketenteraman dalam sebuah perkawinan harus diatur dengan
kesepakatan-kesepakatan yang sering disebut dengan «perjanjian
perkawinan», dalam perjanjian perkawinan yang paling urgen
adalah masalah harta bawaan. Ada perbedaan yang sangat
signifikan atau fundamental antara hukum positif dan hukum
Islam dalam mengatur masalah harta bawaan dalam sebuah
perkawinan.

Menurut hukum positif, harta bawaan masing-masing
istri dan suami otomatis menjadi harta bersama dalam sebuah
perkawinan dan apabila ingin dipisahkan maka harus dijanjikan.
Sementara menurut hukum Islam harta bawaan tetap dikuasaai
oleh masing-masing istri dan suami dalam sebuah perkawinan
dan apabila ingin disatukan menjadi harta bersama maka harus
dijanjikan.*

Untuk itu sepintas akan dijelaskan macam-macam harta
dalam sebuah perkawinan:

1. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama
perkawinan.

2. Harta bawaan vyaitu harta benda yang dibawa
oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi
perkawinan.

3. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh
masing-masing oleh suami dan istri sebagai hadiah dan
atau warisan.*

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
No. 1 tahun 1974, selanjutnya disebut dengan undang-undang
Perkawinan. Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian
berlaku untuk semua warga negara Indonesia tidak terkecuali

“Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1992, him.31.
Lihat juga Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Aditya Bakti,
Bandung, 2000, him. 102 dan Pasal 36 ayat (2) UUP.

“Abdulkadir Muhammad, /bid, him. 101-102 lihat juga Pasal 35 UUP.
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muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan

yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan

aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian
dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama
untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya,
termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan.
KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No.
7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Baik dalam undang-undang Perkawinan maupun KHI,
terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta
bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan,
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “harta bawaan
dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain”.

“Sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa
pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum
perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29
ayat (1) Undang-undang Perkawinan® :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam sebuah perkawinan menyangkut harta bersama
mungkin tidak ada persoalan bila terjadi perceraian tetapi
berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan yang sifat

“Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan PP 9 Tahun 1975.
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penguasaannya sama tergantung tunduk ke hukum mana yang
mereka sepakati, kesepakatan itu harus mereka (calon suami dan
istri) tuangkan dalam sebuah perjanjian sebelum perkawinan

dilangsungkan.

Arti dan Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Perdata
(BW).

Perkawinan, ialah pertalian yang sah anatar seorang lelaki
dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang
memandang perkawinan banyak dari hubungan keperdataan,
demikan pasal 26 burgerlijk weetbock.

Apa Artinya itu? pasal tersebut menyatakan, bahwa suatu
perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang
hukum perdata (burgerlijk weetboek) adapun syarat-syarat tersebut

sebagai berikut*:

a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang telah di
tetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang

laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun.

b. Harus ada persetujuan antar kedua bela pihak.

c. Untuk seorang perempuan yang pernah kawin harus
lewat 300 hari dahulu sesudahnya utusan perkawinan
pertama.

d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua belah
pihak.

e. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin
dari kedua orang tua atau walinya.

Tidak memenuhi syarat teresebut tentu ada larangan
untuk kawin, misalnya seorang tidak diperbolehkan kawin dengan
saudaranya meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan

Y“Subekti, Pokok-Pokok Hukum......Op.Cit, him. 23-24.
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kawin dengan seorang iparnya, seorang paman dilarang kawin
dengan seorang keponakannnya.

Persoalan dalam perkawinan yang paling menonjol
menyangkut harta khususnya harta bawaan. Diantaranya
menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau
mengadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si istri
tanpa izin si istri ( pasal 105 ayat 5 B.W.).

Pasal 140 BW, membuka kemungkinan bagi calon istri
maupun calon suami untuk mengadakan perjanjian bahwa
masing-masing akan mengurus sendiri kekayaannya atau juga
dengan “pemisahan kekayaan” (sekiding van wgoederen). Oleh
sebab itu perlu diatur tentang kedudukan suami istri dan akibat

lain dari suatu perkawinan®:

1) Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah, sah
(wettg).

2) Suami menjadi ahli waris dari si istri dan begitu
sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam

perkawinan.

3) Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami
dan istri.

4) Perjanjian perburuan antara suami dan istri tak
dibolehkan.

5) Pemberian benda benda atas nama tak diperbolehkan
antara suami istri.

6) Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu

perkara istrinya dan sebaliknya.

7) Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan
terhadap istrinya dan begitu sebaliknya (misalnya

pencurian).

“Ibid, him. 31.
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Menurut Khairuddin Nasution, perjanjian perkawinan
terdiri dari kata «janji yang berarti kesepakatan» dan perkawinan
berarti akad nikah (kesepakatan menjadi suami istri),
maka dalam bahasa Indonesia Perjanjian Perkawinan dapat
diartikan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pada saat
dilangsungkannya perkawinan.*

Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan menurut R.
Soetojo Prawirohanidjoyo, “adalah perjanjian yang dibuat oleh
dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan

mengenai harta kekayaan”.*/

Berdasarkan pengertian perjanjian perkawinan yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada
umumnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada
umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami
istri untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi masing-
masing yang dibuat menjelang perkawinan.

D. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat
sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua
belah pihak yaitu calon suami istri. Membuat perjanjian
perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan
hukum, agama, kesusilaan dan nilai-nilai moral.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian
perkawinan ini adalah, diatur pada Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

“Dedi Junaidi, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1991, him. 32.

YWiryono Prodjodikuro, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar, Bandung,
him. 21.

“8Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dengan PP 9 Tahun 1975.

Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 47
g nary



mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak
ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana
melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan

dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut
tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak

merugikan pihak ketiga.

Berkenaan dengan dasar hukum perjanjian perkawinan,
selain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur di
dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana diatur di dalam

pasal 47:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah
mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

b. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi
percampuran harta pribadi dan pemisahan harta
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

¢. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas,
boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan
masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas

harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.*”’

Mencermati dasar hukum perjanjian perkawinan yang

telah diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa

“Lihat Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.
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calon suami istri diperbolehkan untuk membuat kesepakatan
tentang perjanjian perkawinan. Namun demikian walaupun
undang-undang memperbolehkan diadakannya perjanjian
perkawinan, tetapi perjanjian yang dibuat oleh calon suami
istri tidak boleh bertentangan dengan agama. Misalnya calon
suami istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya, apabila
salah satu meninggal dunia dan mereka tidak dikaruniai anak,
maka warisan mutlak jatuh pada pasangan yang masih hidup.
Padahal dalam Islam, harta pasangan suami istri yang salah
seorang meninggal dunia tanpa dikaruniai anak. Di satu
bagian untuk orang tua atau saudara kandung pasangan yang
meninggal, jadi tidak seluruhnya jatuh pada pasangan yang
masih hidup.

E. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya setiap individu sebagai subyek hukum berhak
secara bebas mengadakan atau melakukan perjanjian, kecuali
mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan.
Hal ini berarti sepanjang perjanjian dibuat memenuhi syarat
yang ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perjanjian itu

dapat dilakukan.

Kemudian sebagaimana telah disinggung pada pembahasan
terdahulu bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan itu sama
dengan perjanjian umumnya, oleh karena itu agar perjanjian
perkawinan ini menjadi sah harus memenuhi unsur-unsur pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:
. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

—_

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.*

*0Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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Dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, akan peneliti hubungkan dengan pelaksanaan perjanjian
perkawinan, yaitu :

a. Persetujuan bersama mengadakan perjanjian

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian harus
didasarkan atas persetujuan bersama dalam arti apa yang
dikehendaki oleh calon suami harus juga dikehendaki oleh
calon istri dan sebaliknya. Sedangkan untuk mengetahui bahwa
seseorang itu telah memberikan persetujuannya.

«Orang yang telah memberikan persetujuan dalam
suatu kesepakatan, berarti memang yang bersangkutan
menghendaki apa yang disepakati. Sepakat itu sendiri
sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak,
dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan

apa yang dikehendaki pihak lain.’!

b. Suami istri cakap membuat perjanjian
Dalam membuat perjanjian perkawinan para pihaknya
harus dewasa, sedangkan seseorang yang dikatakan dewasa adalah

1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

2) Telah melangsungkan perkawinan, walaupun belum
mencapai umur 21 tahun.

Disamping persetujuan bersama mengadakan perjanjian
dan suami istri cakap membuat perjanjian, juga harus memenuhi
syarat administrasi yaitu perjanjian perkawinan tersebut harus
dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat
nikah. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang tidak dibuat
secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
tidak mempunyai kekuatan hukum.

%1).Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997,
him. 128.
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Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat
(1) kompilasi hukum Islam (KHI). Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat
membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat
nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

c. Perjanjian yang dibuat jelas tentang objeknya atau
suatu hal tertentu
Dalam melakukan perjanjian perkawinan calon suami
istri, harus menentukan dengan jelas objek yang diperjanjikan.
Sebagaimana dikatakan oleh Hilman Hadikusuma.
«Suatu objek tertentu merupakan objek perjanjian yang
wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai objek perjanjian
adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan
kewajiban pihak-pihak®.

Kemudian berkenaan dengan objek perjanjian tertentu
atau suatu hal tertentu dalam perjanjian perkawinan ini
dirumuskan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) kompilasi hukum

Islam.

1) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi
percampuran harta pribadi dan pemisahan harta
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

2) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas,
boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan
masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik
atas harta pribadi dan harta bersama atau harta
syarikat.”

>2Hilman Hadi Kusuma, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan, Eresca, Bandung,
2010, him. 302.
*3Lihat Pasal 47 ayat (2), (3)Kompilasi Hukum Islam.
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d. Perjanjian yang dibuat karena adanya suatu sebab
yang halal
Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri itu harus
memenuhi syarat halal. Jadi tujuan yang akan dicapai pihak-
pihak itu sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang undang-
undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.>*

Hal senada juga dirumuskan dalam pasal 29 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perjanjian tersebut
tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum
agama dan kesusilaan.” Dengan demikian dalam rumusan isi
perjanjian para pihak terikat dengan ketentuan agama, adat
istiadat dan kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat tanpa
memperhatikan ketentuan tersebut, maka perjanjian itu batal
demi hukum.

F. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya dalam melakukan perjanjian perkawinan,
mengenai bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan tersebut,
sama halnya dengan melakukan perjanjian-perjanjian lain
pada umumnya, yaitu kepada kedua belah pihak diberikan
kemerdekaannya seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang
termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka tidak
melanggar ketertiban umum atau kesusilaan®.

Dengan demikian pada pihak (calon suami istri)
dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan yang
mereka inginkan. Seperti pengaturan harta, pemeliharaan dan
pengasuhan anak, larangan melakukan kekerasan, dan lain
sebagainya.

%Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2000, him. 303.

55R. Subekti, Hukum Perdata Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1997, him.
37.
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Berkenaan dengan ruang lingkup perjanjian perkawinan,
di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak
menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan,
kecuali menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut
tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan
kesusilaan. Hal ini berarti, semua hal asal tidak bertentangan
dengan hukum agama dan kesusilaan dapat dituangkan dalam
perjanjian perkawinan tersebut.

Sedangkan ruang lingkup perjanjian perkawinan ini, juga
diatur oleh kompilasi hukum Islam, di dalam kompilasi hukum
Islam tersebut ada beberapa hal yang dapat diatur dalam membuat
perjanjian perkawinan, seperti dikatakan oleh Abdurrahman,
antara lain®:

1. Pemisahan Harta Kekayaan

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum
perkawinan berlangsung, yaitu segala harta benda yang diperoleh
sebelum perkawinan dilakukan atau disebut dengan istilah harta
bawaan, keberadaan harta bawaan ini dapat meliputi warisan
atau hibah, namun demikian walaupun calon suami istri telah
membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan pendapatan
para pihak, suami tidak boleh melupakan kewajiban sebagai
kepala rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini dikatakan dalam
pasal 48 kompilasi hukum Islam.

a. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai
pemisahan harta bersama atau harta syirkah, maka
perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban
suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

b. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi
ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi

*Abdulrahman, Asas-Asas Hukum Perdata Islam, Eresca, Bandung, 1997,
him. 124.
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pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan
kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah
tangga.’’

2. Percampuran Harta Kekayaan

Di dalam perjanjian perkawinan, bukan hanya mengatur
tentang pemisahan harta kekayaan, tetapi juga mengatur tentang
percampuran harta kekayaan. Perjanjian perkawinan yang dibuat
oleh calon suami istri tentang percampuran harta kekayaan ini,
diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) dan pasal 49 ayat (1) dan
(2) kompilasi hukum Islam:

a. Didalam pasal 47 (1):
Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran
harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Didalam pasal 49 ayat (1) dan (2):

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi
semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke
dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-
masing selama perkawinan.

(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada
ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran
harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang
dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga
percampuran tidak meliputi harta pribadi yang
diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.’®

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian perkawinan ini
meliputi atau menyangkut harta kekayaan, namun sekarang ini

*’Lihat Pasal 48 Kompilasi Hukuim Islam.

*8Lihat Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hu-
kum Islam, lihat juga R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa,
Jakarta, 1992, him. 31.
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perjanjian perkawinan melebar pada masalah-masalah lainnya.
Seiring dengan kesadaran bahwa perkawinan merupakan sebuah
komitmen antara sepasang manusia yang menjalaninya. Menurut
Titin Suprihatin Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam
Bandung (UNISBA), menyatakan:
“Perjanjian perkawinan tidak terbatas pada masalah harta,
bisa menyangkut soal lain selama perjanjian perkawinan
tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang
halal, maka perjanjian tersebut boleh dilakukan. Contoh
menghalalkan yang haram sepasang suami istri membuat
perjanjian perkawinan yang isinya istri berkomitmen
dengan suaminya jika setelah lima tahun mereka tidak
mempunyai anak, mereka boleh bercerai. Perkawinan
dengan dibatasi waktu namanya nikah mut’iah (kawin
kontrak), hal ini termasuk menghalalkan yang haram.
Sedangkan mengharamkan yang halal, misalnya suami
meminta perjanjian yang isinya tidak membolehkan istri
menutup aurat (memakai jilbab). Hal ini tidak boleh
dilakukan, karena menutup aurat wajib hukumnya untuk
seorang muslim.”’

Mencermati tentang ruang lingkup perjanjian perkawinan
yang dibuat oleh calon suami istri, dapat dipahami bahwa
perjanjian perkawinan itu, bukan hanya mengatur harta kekayaan
saja, tetapi dapat juga mengatur hal-hal di luar harta kekayaan.
Sepanjang kesepakatan perjanjian perkawinan itu tidak melanggar
hukum agama.

Sesungguhnya menyangkut masalah harta kekayaan
dalam perkawinan sudah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan
Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 85
sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat

muslim:

**Titin Suprihatin Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNIS-
BA), Perjanjian Perkawinan Melindungi Hak dan Kewajiban, http://notarisby.
blogspot.com, diakses, senin 6 Juni 2016.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 35, mengatur bahwa:

(1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
berlangsung menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta benda yang masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2)Mengenai harta bawaan masing-masing suami
istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda
diatur menurut hukumnya masing-masing.®

Sejalan dengan itu bagi muslim Kompiulasi Hukum Islam

(KHI) telah mengatur®:

Pasal 1 huruf F:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah
harta yang diperoleh bai sendiri-sendiri atau bersama
suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun.

80Konsultasi Hukum On Line, Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan,

http://Konsultasi - Hukum - online..Com, diakses Senin, 6 Juni 2016.
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Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing
suami atau istri.

Pasal 86

(1). Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta
suami dan harta istri karena perkawinan.

(2). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasaai penuh
olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam
perjanjian perkawinan.

(2)Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing

berupa hibah, hadiah, sodagah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang
harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan
kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta
istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama
maupun harta suami yang ada padanya.
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Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di
atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2)Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda
yang tidak bergerak, benda yang bergerak dan surat-
surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak
maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan
oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93.

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri
dibebankan pada hartanya masing-masing.

(2) Pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta

bersama.

(3)Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan
kepada harta suami.

(4) Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada
harta istri.

Pasal 94

(1)Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing
terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami
yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana
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tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya
akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 95

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2)
huruf ¢ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan
Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta
bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai,
apabila salah satu melakukan yang merugikan dan
membahayakan harta bersama: seperti, judi, mabuk,
boros dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjuualan atas
harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin
Pengadilan Agama.

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri
yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan
sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau
matinya sevara hukum atas dasar putusan Pengadilan
Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua
dari harta bersama sepanjang tdak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan.

G. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya tidak banyak orang tahu bahwa pada saat
atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami atau istri
dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Padahal perjanjian
perkawinan sangat penting untuk melindungi dan memperjelas
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hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan
berlangsung maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan
putus karena perceraian atau kematian.

Sebetulnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra
nikah ini sering diucapkan oleh calon pasangan suami istri,
tetapi hanya sebatas di mulut saja tanpa ditindaklanjuti dengan
perjanjian secara tertulis.

Untuk itu perlu dibuat perjanjian perkawinan secara
tertulis dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau
pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, caranya sebagai
berikut:

1. Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat
perjanjian  perkawinan  harus mematuhi atau
berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45
sampai dengan pasal 52. Hal ini berarti apabila calon
pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka
perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan
suami istri melangsungkan pernikahan dan dalam
perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami
istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang
disepakati, diantaranya pengaturan tentang harta
bawaan, harta pencaharian dan pengaturan hal-hal di
luar harta kekayaan.

3. Setelah calon pasangan suami istri telah selesai
merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis
dengan persetujuan bersama, maka harus disahkan
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oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan
perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila
tidak disahkan, maka perjanjian perkawinan itu tidak
mempunyai kekuatan hukum.

4. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak
dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah
pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan
pihak ketiga. Hal ini berarti perjanjian perkawinan
hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah
pihak, apabila keinginan untuk merubah isi perjanjian
perkawinan itu hanya datang dari satu pihak, dan
satu pihak lainnya itu tidak setuju, maka perubahan
tidak sah. Kemudian berkenaan dengan perjanjian
perkawinan, bagi pasangan suami istri yang beragama
Islam juga ada perjanjian zakl/ik talak. Perjanjian zaklik
talak ini telah dibuat dan isianya telah dirumuskan oleh
pemerintah (Kementerian Agama).®

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas,
maka dapat disimpulkan tentang tata cara pembuatan perjanjian
perkawinan, yaitu :

a. Perjanjian perkawinan dapat dibuat:
1) Padawaktuatausebelum perkawinan dilangsungkan.
2) Perjanjian atas persetujuan bersama.
3) Perjanjian dilakukan secara tertulis.
4) Perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
5) Isi perjanjian juga mengikat pihak ketiga sepanjang
pihak ketiga tersangkut.

52Analisis Peneliti Setelah Memperhatikan teori-teori.
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b. Perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan apabila
tidak melanggar batas-batas hukum agama dan
kesusilaan.

c. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan

dilangsungkan.

d. Perjanjian perkawinan dapat dirubah dengan syarat atas
kesepakatan kedua belah pihak dan perubahan tersebut
tidak merugikan pihak ketiga.®®

H. Fungsi Perjanjian Perkawinan dalam Mengatasi
Masalah Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian
Di negara kita Indonesia ini, yang masih menjunjung
tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika
salah seorang calon pasangan suami istri berniat mengajukan
untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan
menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak etis, tidak
biasa, materiliastis, egois dan tidak sesuai dengan adat timur.

Keberadaan perjanjian perkawinan ini, sebagaimana telah
disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa keberadaan
perjanjian perkawinan ini adalah berkaitan dengan harta bawaan
masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta
calon suami dan yang mana harta bawaan calon istri. Sehingga
harta bawaan tersebut akan berada dalam kekuasaan masing-
masing pihak, dan masing-masing pihak suami istri dapat
mempergunakan harta bawaannya sesuai dengan keinginan
mereka.

Pada saat terjadi putusnya perkawinan karena perceraian,
maka salah satu permasalahan yang sering menjadi persengketaan
adalah harta kekayaan. Dimana harta kekayaan yang akan
dibagi antara suami istri tidak mempersoalkan pihak mana yang
mencari harta tersebut atau pihak mana yang paling banyak

Ibid.
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penghasilannya. Kemudian berkenaan dengan peranan perjanjian
perkawinan dalam mengantisipasi masalah harta bawaan

dikatakan oleh Nadimah hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

Apabila konflik dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan
secara kekeluargaan lagi dan suami istri itu tidak mempunyai
keinginan untuk hidup bersama lagi, maka jalan yang harus
ditempuh adalah bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama.
Dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama,
bukan hanya untuk memutuskan perkawinan saja, tetapi juga
menyelesaikan harta kekayaan yang ada dalam perkawinan
itu. Pada dasarnya keberadaan harta bawaan dalam perjanjian
biasanya menjadi harta bersama, baik harta bawaan isteri maupun
harta bawaan suami. Tetapi jika ada perjanjian perkawinan yang
mengatur tentang keberadaan harta bawaan, maka pada saat
terjadi perceraian dan pembagian harta kekayaan, maka posisi
harta bawaan tidak menjadi persoalan, artinya tetap dikuasai oleh
masing-masing pihak.®*

Kemudian hal senada dikemukakan oleh Ahmad Sahil
hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

Pada umumnya di Indonesia ini terutama di wilayah
hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu bahwa
keberadaan harta bawaan, baik harta warisan, hibah,
hadiah dan lain sebagainya akan menyatu (melebur) dalam
harta bersama. Hal ini dikarenakan apabila mereka telah
terikat dalam sebuah perkawinan, maka tidak ada lagi hak
individu masing-masing termasuk harta bersama. Sebab
mereka mempunyai prinsip bahwa perkawinan hanya
satu kali seumur hidup, sehingga harta bawaan suami atau
isteri menyatu dalam harta bersama. Sebab mereka tidak
memperhitungkan bahwa tidak selamanya rumah tangga
itu akan rukun dan damai bahkan terjadi perceraian, jika
terjadi perceraian maka yang menjadi permasalahan adalah

84Skripsi Septi Maryani, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Ten-
tang Harta Bawaan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas | A Bengkulu).
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pengaturan pembagian harta. Oleh karena itu lain halnya
jika telah ada perjanjian perkawinan, para pihak tidak akan
dipersoalkan secara rumit dalam pembagian harta.®>

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas,
dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dan
khususnya masyarakat Bengkulu, masih menjunjung tinggi adat
ketimuran dan memandang sebuah perkawinan itu merupakan
sesuatu yang sacra/ dan suci. Sehingga antara suami istri tidak
mengedepankan atau mempersoalkan harta bawaan masing-
masing pihak, dengan perkataan lain apa saja yang menjadi milik
masing-masing pihak menjadi milik bersama.

I. Peranan Hakim dalam Menyelesaikan Harta
Bawaan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa keberadaan harta
bersama dalam perkawinan tetap berada dalam perkawinan tetap
berada dalam kekuasaan masing-masing pihak atau harta bawaan
tidak bersatu dengan harta bersama. Hal ini ditegaskan pada
pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “harta
bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain”.

Namun demikian pada kenyataannya dalam masyarakat
Indonesia yang memegang teguh adat ketimuran, pada saat
seseorang itu melaksanakan perkawinannya, tidak mempersoalkan
keberadaan harta bawaan yang mereka miliki masing-masing.
Seperti dikatakan oleh Nadimah hakim Pengadilan Agama
Bengkulu.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dengan tegas telah menyatakan bahwa, harta
bawaan (baik diperoleh melalui warisan, hibah) merupakan hak
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sepenuhnya masing-masing pihak dan tidak menyatu dengan
harta bersama. Tetapi sebagian besar pasangan suami istri tidak
mempersoalkankeberadaanhartabawaan tersebut,dankeberadaan
harta bawaan ini dipersoalkan pada saat terjadi perceraian dan
pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dengan adanya
kondisi seperti ini, kami selaku hakim yang menyelesaikan
persoalan tersebut, pertama-tama akan menanyakan kepada
para pihak apakah ada perjanjian dalam perkawinan selain zak/ik
talak. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat, maka
hakim akan mendata dan membedakan harta bawaan dan harta
bersama, sehingga yang akan dibagi untuk para pihak hanyalah

harta bersama saja.*

Kemudian di lain pihak dikatakan oleh Ahmad Sahil
hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam proses persidangan
di Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara perceraian,
Majelis Hakim juga akan menanyakan kepada para pihak apakah
ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan
dilangsungkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada
harta bawaan yang diatur dalam perjanjian itu. Namun demikian
walaupun tidak ada perjanjian perkawinan dan masing-masing
pihak tidak mempersoalkan jenis harta dalam perkawinan, hakim
tetap akan membedakan antara harta bawaan dan harta bersama.
Hal ini dilakukan menjalankan amanat pasal 35 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi walaupun para pihak telah
menyatakan harta bawaan ke dalam harta bersama hakim tetap
akan menanyakan kepada para pihak tentang harta bersama
tersebut untuk dikembalikan kepada masing-masing pihak.®’

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama antara

suami istri di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan

Agama Kelas I A Bengkulu, sering terjadi konflik dimana salah

%/bid.
Ibid.
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satu pihak baru mempersoalkan harta bawaannya pada saat akan
dilakukan pembagian harta bersama. Sehingga hakim mengalami
kesulitan dikarenakan harta bawaan tersebut telah dilebur ke
dalam harta bersama.

Namun demikian walaupun harta bawaan telah dilebur,
tetapi pada saat terjadi proses perceraian biasanya para pihak
yang mempunyai harta bawaan dan tidak ada perjanjian
perkawinannya, akan menggugat harta bawaannya. Berkenaan

dengan hal ini dikatakan oleh Ahmad Sahil hakim Pengadilan
Agama Bengkulu.

Kebiasaannya dalam  masyarakat bahwa mereka
melangsungkan perkawinan, maka harta bawaan yang mereka
punyai masing-masing akan disatukan dengan harta pencaharian.
Sehingga menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian
terutama pada saat pembagian harta bersama, maka para pihak
akan menggugat harta bawaan. Kemudian untuk mengetahui
dan membuktikan bahwa harta bersama itu ada sebagian harta
bawaannya, maka para pihak perlu membuktikan bahwa mereka
mempunyai harta bawaan. Jadi suami atau istri harus mempunyai
alat bukti bahwa harta bawaan mereka telah bercampur dengan
harta bersama, setelah ada alat buktinya harta bawaan tersebut
akan diserahkan kepada para pihak.®®

Kemudian hal senada dikemukakan oleh Nadimah hakim
Pengadilan Agama Bengkulu. Memang dalam kehidupan
berumah tangga suami istri cenderung menghormati adat
ketimuran, walaupun mereka mempunyai harta sebelum
perkawinan berlangsung, maka harta itu akan dibawa ke dalam
perkawinan dan menjadi harta bersama, walaupun tidak ada
perjanjian perkawinan. Dengan adanya penyatuhan harta bawaan
ke dalam harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan. Hal
ini penyebab konflik antara suami istri dalam proses pembagian

8/bid.

66 Dr.H. John Kenedi, SH., M.Hum



harta bersama, dimana masing-masing pihak mulai mengklaim
harta bawaan mereka masing-masing untuk mereka ambil
kembali kemudian untuk membagi atau mengembalikan harta
bawaan yang telah bercampur ke dalam harta bersama, Majelis
Hakim meminta para pihak untuk memberikan alat bukti
tentang kebenaran harta bawaan tersebut, dan setelah alat bukti
dapat ditunjukkan lalu harta bawaan itu dibagikan.®

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa walaupun harta bawaan telah disatukan ke
dalam harta bersama, tetapi tidak ada perjanjian perkawinan,
maka hakim akan memisahkan terlebih dahulu harta bawaan itu
dari harta bersama. Sebelum pemisahan harta bawaan ini dengan
harta bersama, maka terlebih dahulu hakim memerintahkan
kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti tentang
keberadaan harta bawaan tersebut.

#Ibid.
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BAD IlI
TINJAUAN UMUM
TENTANG HARTA

A. Pengertian Harta

Perkataan harta sering kali diidentikkan dengan perkataan
benda, dimana yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang
bersifat benda itu sendiri. Istilah harta dalam Bahasa Arab
dikenal dengan perkataan “mal”, jamaknya “amwal”, yang kalau
diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah “harta benda”.!

Pengertian benda menurut bahasa adalah “segala sesuatu
yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan (dengan
perbuatan) oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari
lainnya.?

Kemudian pengertian benda menurut pasal 499 Burgerlijk
Wetboek (B.W) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak
yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksud dengan
benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dan

AW. Munawir, Kamus Bahasa Arab, Predana, Jakarta, 1992, him. 1465.
*Masduha Abdurahman, Asas-Asas Hukum Perdata Islam, Ereca, Bandung,
1992, him. 43.
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dapat dialihkan, diperdagangkan serta diwariskan kepada pihak
lain.Sedangkan pengertian harta menurut istilah, ada beberapa

pendapat :

1. Menurut Ibnu Abini, harta adalah sesuatu yang
disenangi naluri dan (mungkin) dapat disimpan untuk
waktu diperlukannya.

2. Menurut Ahmad Abu Zorqa), harta adalah semua
wujud materi yang mempunyai nilai dan beredar di
kalangan manusia.

3. Sedangkan menurut Muhammad Mustafah Syalabi,
harta, adalah yang mungkin dapat dikuasai dan atau
dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya
menurut kebiasaan.’

Dari beberapa pengertian tentang harta yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta
merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan serta dapat
dimanfaatkan, untuk kehidupan manusia di dunia ini.

Dengan demikian harta atau benda merupakan keperluan
hidup yang amat penting dan sebagian besar yang beredar dalam
pergaulan hidup.

Kemudian di dalam hadis Ibnu Hibbar dan Ibnu Majjah.*

Pl
Artinya : Jual beli itu hanya sah dengan saling suka sama
suka.

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas, maka
dapat dipahami bahwa manusia dilarang memiliki barang atau

harta yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, tetapi

3Ibid, him 45
4“Abu Bakar Muhammad, Subulussalam, Diponogoro, Bandung, 1995, him.
12.

70 Dr.H. John Kenedi, SH., M.Hum



hendaknya dilakukan dengan jalan transaksi jual beli secara
penuh kerelaan, tanpa merugikan salah satu pihak.

Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan
hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) setelah
terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan
pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata
sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing
pihak sebelum memindahkan hak milik dilakukan dan disebut
“Tjab dan Qabul”. Menurut Amir Syarifuddin, Ijab dan Qabul
adalah “suatu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan
ucapan penerimaan di pihak lain, adanya ijab dan qabul dalam
transaksi jual beli merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka

dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.’

Memperhatikan kedudukan ijab dan qabul dalam suatu
transaksi, merupakan bentuk indikasi yang menyatakan tentang
adanya rasa suka sama suka. Namun demikian, dengan kemajuan
zaman dan perkembangan perekonomian di mana terkadang
ijab qabul itu hanya dilakukan secara tertulis bahkan antara para
pihak itu yang melakukan transaksi jual beli itu tidak bertemu
secara langsung, tetapi ijab qabul seperti ini tetap sah. Dalam hal
ini dikatakan oleh Amir Syarifuddin.

“Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang
menyatakan atau meyakinkan tentang adanya rasa suka
sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara
lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi, seperti saling
mengangguk atau saling menandatangani suatu dokumen,
maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu
transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket,
pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui
petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima,
sahkal jual beli itu”.®

SAmir Syarifudin, Garis-Garis Besar Piqih, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, him.
195.
8/bid, hlm. 196.
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Kemudian cara memperoleh hak kebendaan menurut pasal

584 Burgerlijk Wetboek (B.W) adalah:
1. Pemilikan.
2. Perlekatan.
3. Daluwarsa.
4. Pewarisan.
5. Penyerahan’.
Dari rumusan masalah 584 Burgerlijk Wetboek (B.W) di

atas akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Pemilikan

Benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) kemudian
ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukannya sebagai
miliknya. Orang yang mengakui tersebut memperoleh hak milik
atas benda itu. Contohnya menangkap ikan di sungai atau di
laut, berburu rusa di hutan bebas, memperoleh intan dari tempat

penggalian bebas.

b. Perlekatan

Orang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting
kemudian sapi itu melahirkan anak. Pemilik sapi tersebut
memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir itu.
Tumbuhan di atas tanah pekarangan dinyatakan sebagai benda
ikutan dari tanah pekarangan itu, orang yang membeli pekarangan
tersebut berhak pula atas tanaman di atas pekarangan itu karena
ikutan.

c. Daluwarsa

Hak kebendaan diperoleh karena daluwarsa (lampau
waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama,
setiap orang yang menguasai benda bergerak, misalnya karena

’Lihat Pasal 584 Kita Undang- Undang Hukum Perdata (BW).

72 Dr.H. John Kenedi, SH., M.Hum



penemuan di jalan hak milik diperoleh setelah lampau waktu
tiga tahun sejak dia menguasai benda bergerak itu (pasal 1977
ayat (2) B.W), untuk benda tidak bergerak daluwarsa adalah dua
puluh tahun dalam ada alas hak dan tiga puluh tahun dalam hal
tidak ada alas hak.

d. Pewarisan

Hak kebendaan diperoleh karena pewarisan menurut
hukum waris yang berlaku, ada tiga macam hukum waris yaitu
hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH
Perdata (BW). Pewarisan dinyatakan terbuka bagi ahli waris
untuk memperoleh hak waris sejak almarhum pemilik harta
warisan itu meninggal dunia.

e. Penyerahan

Hak kebendaan diperoleh karena penyerahan berdasarkan
pada alas hak (rechstitel) tertentu, misalnya jual beli, hibah, dan
pewarisan. Karena ada penyerahan itu, hak kebendaan atas benda

berpindah kepada pihak penerima hak.®
B. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang
diperoleh suami istri salama dalam ikatan perkawinan. Hai ini
diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta Bersama
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(UUP) pasal 1 huruf (f) menerangkan bahwa:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan
pengertian bahwa harta bersama atau syirkah yaitu harta yang

8Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, him. 210.
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diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama
perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.’

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa
segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan
diluar harta warisan, hibah dan hadiah. Karena itu, harta yang
diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing
merupakan milik bersama suami istri.

Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami
dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan,
harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila
pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.
hal ini diatur dalam firman Allah dalam surat An-nisaa’ ayat 32
sebagai berikut:

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebib banyak
dari sebabagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki
ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan
bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesunggubhnya Allah Maha mengetahui

segala sesuatu.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut
dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 85.86.87. yaitu sebagai
berikut':

Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing
suami atau istri.

9Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam,
Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, him. 92.
Lihat Kompilasi Hukum Islam Kususnya Pasal 85, 86 dan 87.
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Pasal 86 KHI:

Ayat (1): Pada dasarnya tidak ada percampuran antara
harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Ayat (2): Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai
penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap
menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI:

Ayat (1): Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah
atau warisan adalah dibawah pengusaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
dalam perjanjian perkawinan.

Ayat(2): Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-
msing berupa hibah hadiah, Shodaqah, atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam
perkawinan, di atur dalam Pasal 36 ayat 1. Undang-undang
perkawinan, yang menyatakan bahwa'':

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak.

Lain halnya penggunaan harta asal, atau harta bawaan
penggunaanya di atur dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang
tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan
tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan
masing-masing.

Pasal 89 KHI:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta
istri, maupun harta sendiri.

Hlihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
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Pasal 90 KHI:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama,
maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pengaturan harta tesebut, baik harta bersama maupun
harta asal atau harta bawaan berdasarkan firman Allah urat An-
nisaa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Aritnya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh Karena Allah Telah melebibkan sebahagian
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkabkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita
yang saleb, ialah yang taat kepada Allah lagi memelibara
diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah
Telah memelibara {mereka).

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur juga dalam

pasal 39 Kompilasi Hukum Islam:

a.

b.

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di
atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud.

Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda
tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat
berharga.

1) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa
hak maupun kewajiban.

2) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang
jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak
lainnya.

Pasal 91 KHI di atas dapat dipahami bahwa adanya
perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan
kondisi sosial saat ini, saat ditemukan harta yang berupa surat-

surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain), oleh karna itu,
pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab,
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tidak hanya barang-barang materil yang langsung menjadi bahan
makanan, malainkan termasuk non materil berupa jasa dan
sebagainya. Paling penting adalah pengunaan kekayaan dimaksud,
baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama
harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai
tujuan perkawinan.

Pasal 92 KHI:

Mengatur mengenai persatuan pengunaan harta bersama,
suami atau istri tanpa persetuan pihak lain, diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal

93,94, 95,96, dan 97 KHI:
Pasal 93 KHI:

(1) Petagung jawaban terhadap utang suami atau istri
dibebankan pada hartanya masing-masing.

(2) Pertangung jawaban terhadap hutang yang dilakukan
untuk kepentingan keluarga, dibebakan kepada harta
bersama.

Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan
kepada harta suami.

(3) Bila harta suami tidak ada atau tudak mencukupi maka
dibebankan kepada harta istri.'?

Meskipun ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan
adanya pemisahan antara harta suami dan istri, karena tidak
penjelasan tenteng kapan utang suami atau istri itu dilakukan,
maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila utang
tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga.
Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika
harta bersama tidak mencukupi, maka di ambil dari harta pribadi

2 ihat Kompilasi Hukum Islam, Khususnya Pasal 92, samapia dengan Pasal
97.
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masing-masing suami atau sang istri. Itupun apabila perkawinanya
yang bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya,
perselisihan di antara mereka. Di banding perkawinan poligami.

Dalam hal perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam

mengaturnya dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 KHI".
Pasal 94 KHI:

(1)Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing
terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seseorang
suami yang mempunyai istri lebih dari seorang
sebagai mana tersebut pada ayat 1. Dihitung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga,
atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri petama,
kedua, ketiga, ataupu keempat, tidak menjadi perselisihan,
termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara
masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut.

Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara istri
pertama dan kedua, sering menimbulkan sangketa waris yang
diajukan kepengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami
tersebut dilakukan dengan tanpa pertimbangan tetib hukum dan
administrasi, berupa pencatatan nikah, itu tentu saja menyulitkan
keluarga mereka itu sendiri, boleh jadi tidak dapat dijangkau
oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti
otenntik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Pasal 95 KHI.
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat {2}

huruf ¢ peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

BLihat Kompilasi Hukum Islam, Khususnya Pasal 94, samapai dengan Pasal
97.
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dan pasal 136 ayat {2}, suami atau istri dapat meminta
pengadilan agama untuk meletakan sita jaminan atas
harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan
cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang
merugikan dan membahyakan harta bersama seperti
judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

(2)Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas
harta bersama untuk kepentinga keluarga dengan izin
pengadilan agama.

Pasal 96 KHI:

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama,
maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidp
lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau
istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai
adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya
secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama.

Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masa
dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk
menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah
dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.
Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai
kesamaan satu sama lain. Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan
selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-
masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama
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merupakan harta bersama bagi suami istri tersebut.”* Menurut
Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya
adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun
suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah
tangga dan anak-anak di rumah, ketika mereka itu terikat dalam
suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya
menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya®.

Senada dengan kedua tokoh di atas, Iman Sudiyat juga
memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang
diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri
bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir
ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh
selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama
keluarga.'® Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka harta
yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta warisan, hibah,
wasiat dan hadiah, sepanjang para pihak tidak menentukan lain
adalah harta bersama.

Selain diatur ketentuan mengenai harta bersama, di
dalam pasal 35 ayat (2) UUP jo pasal 87 ayat (1) KHI dijelaskan
bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini
menunjukkan di samping ada harta bersama, ada juga harta
pribadi dalam harta perkawinan, yaitu terdiri dari harta bawaan
dan harta pemberian. Disebut harta bawaan karena masing-
masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal ke dalam
ikatan perkawinan yang bebas dan mandiri’’. Sedangkan

“Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, him. 4.
®Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 2000), him. 148.
®Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1980, him. 56.
YIpid, him. 61.
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harta pemberian adalah harta yang bukan didapat karena jerih
payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih,
balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan.'’® Dalam pasal
tersebut yang termasuk kategori harta pemberian adalah harta
karena hibah maupun warisan. Akan tetapi, menurut Hilman
Hadikusuma, harta pemberian meliputi: harta pemberian
suami, harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat,
harta pemberian anak kemenakan, harta pemberian orang lain,

hadiah-hadiah dan hibah wasiat.
Dasar Hukum Harta Bersama.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta
istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri
dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap
menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan ini
memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami istri
ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing
selama mereka tidak menetukan lain lewat perjanjian.

Menurut penulis, ketentuan yang tercantum dalam pasal
86 tersebut adalah bersifat fakultatif yang dibuktikan dengan
adanya ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian kawin
yang menyimpangi ketentuan tersebut. Dasar hukum adanya
harta bersama dalam perkawinan adalah Pasal 35 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f KHI.
Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa harta bersama
diakui dalam hukum perkawinan nasional.

Al-Quran dan hadis sendiri tidak menegaskan bahwa
harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung
istri juga ikut berhak atasnya.

8Jbid, hlm. 68.
¥Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan, cet 9, Ull Press, Yogyakarta,
2000, hlm. 66.
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Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang jelas apakah
harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
menjadi harta bersama atau tidak. Menurut Idris Ramulyo, ada
dua pendapat dalam hukum Islam mengenai ada tidaknya harta
bersama dalam perkawinan®.

2. Harta Bawaan
Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 ditegaskan:

(1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.?!

Kemudian berkenaan dengan harta bawaan tersebut,
menurut Hilman®* adalah harta yang dibawa masing-masing
suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta
hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta
hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami
istri sebelum atau sesudah perkawinan.

Ada perbedaan yang sangat prinsip perjanjian perkawinan
mengenai harta kekayaan antara ketentuan yang diatur dalam
UUP dan KUHPdt. Dalam UUP apabila tidak diadakan
perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan maka maka
harta bawaan suami atau harta bawaan isteri tetap dikuasai oleh
masing-masing pihak (pasal 35 ayat 2 UUP). Sebaliknya dalam

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakrta, 2006. him. 29.

2l ihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkaw-
inan.

22Hilman Hadikusuma, Hukum Waris....Op.Cit, him. 123.
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KUHPdt apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan
berlangsung maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis
menjadi harta bersama.?

C. Kepemilikan Harta Menurut Hukum Perdata
Pengertian hak milik menurut Pasal 570 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah Hak milik adalah hak untuk
menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan
untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan
sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau
peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang
berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang
lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan
akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas
ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari definisi diatas, diketahui bahwa hak milik memberikan
dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu:

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan.
Artinya seorang pemegang hak milik atas suatu benda
berhak untuk memakai atau menggunakan benda yang
dimilikinya secara leluasa atau menikmati manfaat
yang terkandung dalam benda tersebut.

2. Hak wuntuk berbuat bebas terhadap kebendaan
itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dalam hal ini
berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual,
menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya
kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan
atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang
lain, termasuk pula didalamnya untuk membebankan,

ZAbdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata.....Op.Cit, him. 89.
2Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pan-
dang KUH Perdata, Kencana, Jakarta 2004, him. 138.
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meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan atau
mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.

Algra dan Gokkel mengartikan eigendom sebagai berikut,
‘absoluut meest omvattende recht op een zaak,” yaitu hak untuk
menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (absolut).
Vollmar dan Adiwimarta mengatakan bahwa hak eigendom adalah
hak yang paling luas yang dapat dimilki seseorang terhadap suatu
benda. Pada asasnya si pemilik (eigenaar) itu dapat berbuat apa
saja dengan benda itu dan kedudukannya adalah lebih kuat dari
kedudukan orang yang memegang (bezit) benda itu.”

Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa hak
milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan
dengan hak-hak kebendaan yang lain karena yang berhak itu
dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai dengan
sebebas- bebasnya. Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan
hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan
kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk
mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk
mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan,
serta mempergunakan benda tersebut. Namun demikan seseorang
dalam menggunakan hak miliknya juga harus mengingat
adanya batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 570 KUHPerdata adalah tidak melanggar
undang-undang dan peraturan umum serta tidak menimbulkan
gangguan. Jika seorang eigenaar dalam menikmati haknya
melanggar batasan tersebut maka dapat dilakukan pencabutan
terhadap haknya disertai dengan pembayaran ganti rugi.

2Nindyo Pramono, Sertifikasi saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal
di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 88.
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D. Cara Memperoleh Hak Milik Menurut Hukum
Perdata

Cara memperoleh hak milik atas benda diatur dalam pasal
584 KUHPerdata, yaitu: Hak milik atas suatu kebendaan tidak
dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan,
karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik
menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan
karena penunjukan atau penyerahan benda berdasar atas suatu
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh
orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.?

Berdasarkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata tersebut,
diketahui ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda
yaitu:

1. Pendakuan (Tvegening)

Pendakuan merupakan cara untuk memperoleh hak milik
atas suatu kebendaan yang tidak berada dalam penguasaan atau
kepemilikan dari orang lain (res nullius). Misalnya menangkap
ikan di laut, menangkap burung di hutan, dan sebagainya. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengakui pendakuan
terhadap kebendaan bergerak oleh karena untuk benda tidak
bergerak khususnya tanah yang tidak dimiliki oleh orang

perorangan atau suatu badan hukum adalah milik dari Negara.””

2. Perlekatan (natrekking)

Mengenai perlekatan diatur dalam pasal 588-605 KUH
Perdata. Perlekatan merupakan cara memperoleh hak milik
sebagai akibat peristiwa alam atau sesuatu yang bersifat alamiah.
Misalnya binatang yang sedang beranak maka anaknya menjadi

milik si pemilik induknya, demikian juga pohon berbuah maka

2Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty,
Yogayakarta,1990). him. 42.

YGunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pan-
dang,,...0p.Cit, him. 152.
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buahnya menjadi milik si pemilik pohon.?® Menurut Kitab
Undang- Undang Hukum Perdata, untuk dapat berlakunya
perlekatan sebagai salah satu dasar untuk memperoleh hak
milik, maka harus ada penyatuan antara kebendaan yang melekat
tersebut dengan dengan kebendaan yang merupakan dasar
kebendaan dimana perlekatan terjadi. Untuk dapat dianggap
sebagai telah terjadi penyatuan dan karenanya berlaku asas
perlekatan, maka kebendaan yang melekat tersebut harus sudah
tidak dapat dipisahkan lagi ke dalam bentuk asalnya semula. Jika
kebendaan yang melekat tersebut masih dapat dipisahkan kepada
bentuknya semula, maka perlekatan dianggap tidak pernah
terjadi.?

3. Daluwarsa (Verjaring).
Berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa terdiri
dari dua macam, yaitu:

a. Daluwarsa untuk memperoleh hak-hak kebendaan
(Acqusitieve Verjaring)

b. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau

kewajiban (Extinctieve Verjaring).

Dalam kaitannya dengan hak kebendaan maka daluwarsa
yang dimaksudkan disini adalah daluwarsa untuk memperoleh
hak. Daluwarsa untuk memperoleh sesuatu hak senantiasa
didahului oleh kedudukan berkuasa (4eziz). Pada benda bergerak
berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dimana barang
siapa menguasai benda bergerak maka dianggap sebagi pemilik,
sehingga pada benda bergerak daluwarsanya O (nol) tahun.
Untuk benda tidak bergerak berdasarkan pasal 1963 KUH
Perdata, barang siapa dengan itikad baik menguasai benda tidak
bergerak berdasarkan suatu alas hak, maka daluwarsanya selama

21bid, hlm. 155.
29Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono, Hu-
kum Perdata: Suatu Pengantar, Gitama Jaya, Jakarta, 2005), him. 83.
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20 tahun untuk memperoleh hak milik, sedangkan jika tanpa alas
hak diperlukan waktu 30 tahu. Dewasa ini dengan berlakunya
UUPA dan PP No. 10 tahun 1961 jo PP No. 24 tahun 1997
tentang pendaftaran tanah maka daluwarsa terhadap tanah dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi
karena untuk memperoleh hak milik atas tanah harus melalui
pendaftaran.®

4. Pewarisan (erfopvolfing)

Dengan meninggalnya seeorang, maka semua kebendaan
yang menjadi harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih
kepemilikannya kepada ahli warisnnya. Untuk pewarisan harta
benda yang merupakan benda bergerak tidak diperlukan lagi
perbuatan hukum tertentu untuk menyerahkan hak milik, Namun
demikian khusus untuk benda tidak bergerak, undang-undang
masih mensyaratkan adanya pendaftaran dan pengumuman
sebagai dasar keberadaan atau eksistensi hak milik atas benda
tidak bergerak tersebut.

5. Penyerahan (Levering)

Berdasarkan sistem kausal yang dianut di Indonesia
maka perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik.
Hak milik baru beralih dengan adanya penyerahan. Untuk
penyerahan benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan
cara penyerahan secara fisik. Dengan penyerahan secara fisik
maka secara hukum hak milik atas benda bergerak berwujud
sudah beralih berdasarkan pasal 612 KUH perdata. Sedangkan
untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan
cara pendaftaran sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 10
tahun 1961 jo PP No. 24 tahun 1997 diamana untuk pendaftaran
tanah diselenggarakan oleh badan pendaftaran tanah, melalui

30Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pan-
dang,,...0p.Cit, him. 164.
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kantor pendaftaran tanah setempat. Untuk penyerahan benda
tidak berwujud berupa piutang dan hak-hak maka dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

Penyerahan piutang atas nama (op name)

Piutang atas nama ialah surat yang memungkinkan
pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam
surat piutang tersebut (pasal 1153 KUHPerdata). Sedangkan
cara penyerahannya dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta
otentik maupun akta dibawah tangan yang berisi pengalihan
hak dari kreditur lama kepada kreditur baru dilanjutkan dengan
pemberitahuan kepada debitur bahwa piutang telah beralih
dari kreditur lama kepada kreditur baru kecuali debitur telah
mengetahui, pemberitahuan tidak perlu dilakukan. Cara ini
dikenal dengan istilah cessie sebagaimana diatur dalam pasal 613
ayat (1) dan (2) KUHPerdata, termasuk dalam surat piutang atas
nama adalah saham atas nama.

a. Penyerahan piutang atas bawa

Untuk penyerahan piutang atas bawa dilakuakan
dengan cara penyerahan secara langsung surat
piutangnya dari kreditur lama kepada kreditur baru
sebagaimana penyerahan benda bergerak. Hal ini sesuai
pasal 613 ayat (3) KUHPerdata. Termasuk dalam surat
piutang ini adalah cek, obligasi.

b. Penyerahan surat piutang atas tunjuk (aan order)

Penyerahan terhadap surat piutang atas tunjuk
dilakukan dengan cara penyerahan surat piutang
disertai dengan catatan punggung (endossement) yaitu
berupa tulisan di balik surat piutang tersebut yang
menyatakan tentang beralihnya surat piutang kepada
yang ditunjuk. Hal ini diatur dalam pasal 613 ayat
(3) KUHPerdata. Termasuk dalam surat piutang atas
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tunjuk adalah wesel.*!

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat

istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini

kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang

berlaku di negara kita.** Dasar hukum tentang harta bersama

dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

1)

2)

3)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal
35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh
selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut
sebagai harta bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119,
disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya
perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta
bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak
diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian
perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan
berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan

suatu persetujuan antara suami istri’.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa
“Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan
adanya harta bersama dalam perkawinan, akan
tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing suami-istri. Hukum Islam
mengakui adanya harta yang merupakan hak milik

31Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, dan Akhmad Budi Cahyono, Hu-
kum Perdata : Suatu Pengantar, Gitama Jaya, Jakarta 2005, him. 72.

32Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Per-
ceraian, Visimedia, Jakarta, 2009, him. 8.
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4)

bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan
penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-
perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak
bertentangan dengan syari’at Islam. Disamping itu
juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja
antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh
karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri,
harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam
dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan
tidak boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum
ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama
adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.*®

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974, masalah harta bersama hanya diatur secara
singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal
35 sampai dengan Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh
Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari
Pasal 85 sampai Pasal 97.

E. Ruang Lingkup Harta Bersama

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat

dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri.

Memang benar baik pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala

harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya

menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak

sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit.

Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan

tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui

pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.®*

3Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Bandung,

1997, him. 34.
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Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak
berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan
benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan
harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak
atas persetujuan yang lainnya. Baik suami ataupun istri tidak
boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya
kesepakatan terlebih dahulu.®

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu
barang termasuk harta bersama atau tidak. Perfama, ialah
ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi
persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut
tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli,
atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan
dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang
dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut
bukanlah termasuk harta bersama. Kedua, ditentukan oleh asal
usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang
bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses
perkawinan terhenti. Keziga, ditentukan oleh keberhasilan dalam
membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau
harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan
berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta
tersebut bukan berasal dari harta pribadi. Keempat, ditentukan
oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut.
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi
harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi
sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama
perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta
bersama dengan sendirinya.

Indonesia, Kencana, Jakarta 2004, him. 275.
3Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, Op.Cit... him. 34.
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Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam
perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul
dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi
suami istri jatuh menjadi harta bersama.’® Luasnya kebersamaan
atau percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah
mencakup aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri
sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung seperti
harta bawaan, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal,
bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan perbuatan
yang melanggar hukum.*’

Dalam hal pertanggungjawaban hutang-piutang, baik
terhadap hutang suami atau istri, bisa dibebankan terhadap
hartanya masing-masing. Sedang terhadap hutang yang dilakukan
untuk kepentingan keluarga, maka hutang tersebut dibebankan
terhadap harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak
mencukupi maka dibebankan terhadap harta suami. Bilamana
harta suami tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta
istri.®

Hukum melarang memindahkan harta bersama secara
sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagunan, penghibahan
atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami
istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual,
menghibahkan atau mengagunkan harta bersama oleh suami
harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai
pemindahan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak
seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada

3%Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama,Op,Cit... him. 278.

3Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Per-
ceraian, Op.Cit,...hIm. 16.

3Slamet Abidin, Aminudin, Figih Munakahat, CV. Pustka Setia, Bandung,
1999, him. 183.
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persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak
bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual
adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus
jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan
tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam
pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual
beli tersebut.

Tujuan penerapan hukum di atas adalah untuk menghindari
terjadinya penyalahgunaan oleh suami dalam hal kedudukannya
sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak sesuka hati
menjual atau menghibahkan harta bersama tanpa mempedulikan
kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Lagi pula dilihat dari
hakikat makna harta bersama itu sendiri adalah harta perkongsian
antara suami dan istri. Sudah sewajarnya menurut hukum harus
tercapai tindak kesepakatan bersama antara suami istri dalam
setiap penggunaan, pengasingan dan peruntukan harta bersama.

F. Asal Usul Harta Bersama

Terdapat empat sumber atau asal usul harta suami istri
dalam perkawinan yaitu”:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah
seorang dari suami atau istri. Harta tersebut tetap
menjadi milik suami atau istri yang menerimanya,
demikian pula apabila terjadi perceraian tetap dikuasai
oleh masing-masing pihak. Apabila salah pihak
meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak,
maka barang-barang tersebut kembali pada masing-
masing keluarga suami atau istri yang masih hidup.
Tujuannyaagarbarang tersebut tidak hilang dan kembali
ke asalnya. Sebaliknya apabila mereka mempunyai

3Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya, Band-
ung, 1994, him. 9.
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anak, maka barang-barang tersebut beralih kepada
anak dan keturunan seterusnya yang melanjutkan hak
atas kekayaan dari keluarganya.

. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah. Terhadap

harta ini, maka suami isteri secara sendiri-sendiri menjadi
pemiliknya. Dalam hal terjadi perbuatan hukum seperti
melakukan transaksi dengan barangbarang tersebut,
diperlukan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan,
sekurang-kurangnya sepengetahuan dari ahli waris yang
bersangkutan.

. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena

perkawinan. Pada umumnya harta yang diperoleh
suami istri selama perkawinan jatuh ke dalam harta
perkawinan milik bersama, harta ini menjadi bagian dari
harta kekayaan keluarga. Dalam hal terjadi perceraian,
maka suami istri masing-masing dapat menuntut
bagiannya. Harta bersama ini dapat juga dipergunakan
untuk membayar hutang piutang suami istri selama
perkawinan sepanjang untuk keperluan keluarga. Jika
harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya,
maka pelunasan utang dapat dibebankan atas barang
asal dari pihak suami atau istri. Begitu juga dalam hal
utang suami istri yang dibuatnya sebelum perkawinan,
maka pelunasan pertama harus dibebankan atas
barang asal yang mempunyai utang tersebut, jika tidak
mencukupi kekurangannya dapat diambilkan dari harta
milik bersama.

. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari

hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan
selain dari harta warisan. Pengurusan harta ini menjadi
milik bersama seperti diperoleh karena hadiah. Jika
perkawinan mereka putus, maka suami atau istri yang
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hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala
keluarga untuk mengurus harta perkawinan tersebut.
Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka
suami atau istri yang hidup berhak menentukan
sendiri atas harta perkawinan mereka, dengan catatan
orang tua atau keluarga pihak yang meninggal berhak
menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk
ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta
warisan dan harta penghasilan pribadi almarhum
sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta
perkawinan lainnya tetap dapat dikuasai oleh suami
atau isteri yang hidup terlama untuk melanjutkan

kehidupannya.

Di masyarakat dalam prakteknya harta bawaan ini dapat
dibedakan beberapa macam, yaitu:

a. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang
yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan
yangberasal dari peninggalan orang tuauntuk diteruskan
penguasaan dan pengaturan dan pemanfaatannya guna
kepentingan para ahli waris bersama.
b. Harta warisan

Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-
barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam

perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua
untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan.

c. Harta hibah

Harta hibah adalah harta atau barang-barang yang
dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang
berasal dari hibah anggota kerabat.
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d. Harta pemberian atau hadiah

Harta pemberian ini adalah harta atau barang-barang
yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan
yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota
kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan

baik.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta bawaan ini,
adalah harta atau barang-barang kepunyaan masing-masing suami
istri yang dibawa ke dalam perkawinan dan dikuasai secara penuh
oleh masing-masing pihak. Dengan perkataan lain walaupun
harta bawaan tersebut dibawa ke dalam perkawinan, tetapi bukan
merupakan bagian harta bersama dalam perkawinan. Sehingga
salah satu pihak tidak dapat mengambil atau memanfaatkan
harta atau barang bawaan tersebut tanpa seizin suami atau istri
yang memiliki barang bawaan itu.

Kemudian di dalam ajaran Islam berkenaan dengan harta
bawaan dari isteri, pihak suami tidak boleh menggunakannya atau
memanfaatkannya walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidup
dalam rumah tangga. Dengan demikian walaupun harta bawaan
isteri itu masuk dalam perkawinan, bukan berarti harta bawaan
tersebut menjadi bagian dari harta bersama. Sebagaimana dikatakan
oleh Soemiyati, “pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami
istri itu terpisah, jadi masing-masing pihak mempunyai hak untuk
menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya

.
n’4,

tanpa boleh diganggu oleh pihak lai

Adapun tidak dibolehkannya suami memanfaatkan
barang milik istri, dikarenakan suami sebagai kepala keluarga
dan bertanggung jawab untuk mencari rezeki dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini ditegaskan oleh al-

“Hilman Hadikusuma, Hukum Waris....Op.Cit, him. 160.
“Soemiyati, Hukum Perkawinnan Menurut Hukum Islam dan Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 1974, Liberty, Yogjakarta, 1996, him. 98.
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Quran surat An-Nisa ayat 34.

Dapat disimpulkan dikarenakan suami telah diwajibkan
untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga maka harta
bawaan istri tidak boleh digunakan oleh suami untuk belanja
dalam rumah tangga, karena harta bawaan istri tersebut bukan
bagian dari harta perkawinan.

G. Percampuran Harta Kekayaan

Sejak perkawinan terjadi, suatu percampuran antara
kekayaan suami istri (algehele gemeenschap van goedereen), menjadi
harta bersama jika tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan
yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah
lagi selama perkawinan. Bila ada orang ingin menyimpang dari
peraturan ini maka ia harus menempatkan keinginannya itu
dalam suatu “perjanjian perkawinan (huelijkvoorwaarden).?
Perjanjian yang demikian harus diadakan sebelum perkawinan
dilaksanakan dan harus diletakan dalam suatu akte notaris
atau diketahui oleh pejabat yang berwenang hal ini dilakukan
untuk melindungi kepentingan-kepentingan kedua belah pihak
termasuk pihak ketiga.

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa
meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami
dan isteri, ada beberapa benda tertentu tidak akan masuk dalam
percampuran itu dapat dilakukan asalkan jelas pengecualiannya
yang dimuat dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 140 ayat 3 mengizinkan untuk perjanjian di
dalam perjanjian perkawinan bahwa suami ataupun istri tidak
diperbolehkan menjual atau mengadaikan benda-benda atas nama
istri maupun suami yang dalam penguasaannya karena perjanjian

perkawinan, tanpa seizin yang menguasai harta tersebut.”

“2Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, him.
31.
“Ibid, hlm. 33, Lihat Juga Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Ta-
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Di dalam perkawinan harta menjadi persoalan, bila
tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai atau terjadi perceraian
khususnya menyangkut harta bawaan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut
dengan “UU Perkawinan”). Undang-undang ini berlaku umum,
dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk
yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi
Hukum Islam (“KHI”).

KHI merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun
dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim
di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian
harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian
dari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama.*

Baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat
dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

hun 1974 Tentang Perkawinan.

4Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kaitannya dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Yang Telah Disempurnahkan Dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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Maksud “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”
berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum
pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29
ayat (1) UU Perkawinan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam Pasal 1 huruf f KHI disebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah
harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama
suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun.”

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan
mengenai harta bawaan:

« . . . . .

Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang
para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.”*

Dalam Islam memang mengenal adanya harta bawaan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (1) KHI, namun bila
terjadi kasus sengketa harta dalam perkawinan yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perjanjian perkawinan
ataupun perkawinan tanpa perjanjian harus diselesaikan lewat
Pengadilan, bila tidak dibawah ke Pengadilan maka perjanjian
perkawinan yang para pihak tidak tunduk secara sukarela maka
perjanjian itu tidak berarti apa-apa.

40p,Cit, Pasal demi Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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BAD IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian
Sengketa Harta Bawaan

Perjanjian Perkawinan berfungsi salah satu solusi untuk
mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan
dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian
harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan istri.
Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat
ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah diproses
di pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus
berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan
kasasi.

2. Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian
Sengketa Harta Bawaan
a. Untuk membantu majelis hakim yang mengadili suatu
perkara sengketa harta bawaan dalam mengambil
keputusan yang tepat dalam perkara perceraian.

b. Bila tidak terjadi perkara, perjanjian tersebut berguna
untuk memisahkan status antara harta bersama dengan
harta bawaan.

Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 101
g narny



c. Bila terjadi perkara atau sengketa maka perjanjian

perkawinan tersebut dapat dijadikan alat bukti
kepemilikan objek yang disengketakan (harta bawaan).

B. Saran
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1. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan

pernikahan atau perkawinan, apabila mempunyai harta
bawaan agar dapat diperjanjikan terlebih dahulu.
Apakah harta tersebut dijadikan harta bersama atau
dipisahkan sehingga mempermuda pembuktiannya
ketika terjadi sengketa.

. Apabila para calon mempelai merasa enggan membuat

surat perjanjian perkawinan maka semua harta bawaan
masing-masing harus dilengkapi dengan surat-surat
bukti kepemilikan atas nama masing tertanggal sebelum
pernikahan atau perkawinan dilaksanakan, agar apabila
terjadi sengketa mempermuda dalam pembuktiannya.

. Diharapkan  kepada pihak yang berwenang,

terutama instansi Kantor Urusan Agama (KUA) dan
instansi terkait lainnya, agar melakukan sosialisasi
hukum menyangkut perjanjian perkawinan dengan
mempertimbangkan antara mudharat dan kemaslahatan
bahwa perjanjian perkawinan itu penting dan tidak
dilarang agama dan dianjurkan oleh undang-undang
yang berlaku sepanjang memenuhi kaedahnya.
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